
  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  i 

 
 



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  ii 

HUKUM BISNIS  

Teori dan Praktek Di Indonesia 

 

 

------ 
  

 

 

 

SITI MASROHATIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  iii 

HUKUM BISNIS 

Teori dan Praktek Di Indonesia 

Hak penerbitan ada pada STAIN Jember Press 

Hak cipta dilindungi undang-undang 

All rights reserved 

Penulis: 

Siti Masrohatin 

Editor: 

Zainal Anshori 

 

Layout: 

Khoiruddin 

Cetakan I: 

Juni 2014 

Foto Cover: 

Internet 

Penerbit: 

STAIN Jember Press 

Jl. Jumat Mangli 94 Mangli Jember 

Tlp. 0331-487550 Fax. 0331-427005 

e-mail: stainjember.press87@gmail.com 

ISBN: 978-602-8716-66-6 

 

 

  



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  iv 

 

 

 

 

 

 

PENGANTAR PENULIS 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

tuhan yang maha kuasa karena berkat taufiq dan hidayah-

Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. 

Gagasan untuk menyusun buku ini sejak penulis 

mengajar di beberapa Perguruan Tinggi (Strata 1) yang 

memasukkan Hukum Bisnis dalam kurikulumnya.Salah satu 

alasan adalah karena litertatur yang khusus mengulas 

tentang Hukum Bisnis , Teori dan Praktek di Indonesia 

sangat sulit di jumpai. Oleh karena itu, buku ini mulai 

disusun. 

Pembahasan dalam buku ini dilakukan dengan cara 

menerangkan terlebih dahulu ruang lingkup hukum dan 

hukum bisnis serta bentuk-bentuk badan usaha yang 

biasanya terlibat dalam dunia bisnis.Selanjutnya 

permasalahan kontrak dan penyelesainnya. Tidak 

ketinggalan dijelaskan tentang hubungan bisnis yang terjadi 

dan yang sering diberitakan, serta lembaga pembiayaan 

diluar perbankan yang terus berkembang. Terakhir masalah 

aspek pajak dunia bisnis dan perizinan dunia bisnis. 

Buku ini tentunya belum sempurna. Karena itu dengan 

segenap hati penulis siap menerima saran serta kritik dari 
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pemakai atau pembaca buku ini demi perbaikan di kemudian 

hari. 

 Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada 

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember yang telah 

memberikan semangat kepada penulis dalam proses 

penerbitan buku ini dan semua pihak yang telah terlibat dalam 

penyelesaian penulisan buku ini sampai buku ini ada pada 

tangan pembaca. Semoga buku ini banyak memberikan 

manfaat bagi kita semua. Amien. 

 

 

Jember, Juni 2014 

Penyusun, 

 

Siti Masrohatin 
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PENGANTAR KETUA STAIN JEMBER 

 Sejatinya, perguruan tinggi bukan sekedar 

lembaga pela-yanan pendidikan dan pengajaran,akan 

tetapi Perguruan tinggi juga sebagai pusat penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. STAIN Jember sebagai 

salah satu pusat kajian berbagai disiplin ilmu keislam-an, 

selalu dituntut terus berupaya menghidupkan budaya 

akademis yang berkualitas bagi civitas akademikanya, 

terutama bagi para dosen dengan beragam latar belakang 

kompetensi yang dimiliki. Ada dua parameter untuk 

menilai kualitas dosen. Pertama, produktivitas karya-

karya ilmiah yang di-hasilkan sesuai dengan latar 

belakang kompetensi keilmuan yang dimiliki. Kedua, 

apakah karya-karya tersebut mampu memberi pen- 

cerahan kepada publik --khususnya kepada para 

mahasiswa, Dosen dan masyarakat pada umumnya--, 

yang memuat ide energik, konsep cemerlang atau teori 

baru. Maka kehadiran buku ilmiah dalam segala jenisnya 

bagi dosen merupakan sebuah keniscayaan. 

 Buku yang ditulis Siti Masrohatin ini menjelaskan 

tentang Hukum Binis, teori dan praktek di Indonesia, 

Tujuannya untuk lebih meningkatkan pengetahuan 
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mahasiswa tentang hukum bisnis yang ada di Indonesia.  

Selain itu juga ingin melatih diri secara lebih serius 

untuk menjadi penulis, karena disamping disajikan gaya 

penulisan descriptive dengan bahasa yang sederhana 

berdasarkan referensi baik dari buku-buku maupun jurnal 

nasional maupun internasional tersebut, juga disertai 

contoh praktis seperti dengan menggunakan media. 

Karena dengan media siswa mampu mendeskripsikan 

dengan antusias, karena jika guru menggunakan model 

pembelajarn ini akan sangat menyentuh daya ingat 

mahasiswa dengan cara diskusi. Karya ini diharapkan 

akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan 

atau dunia akademik bersamaan dengan program 

GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) yang 

dicanangkan STAIN Jember dalam lima tahun ke depan.  

 Program GELARKU ini diorientasikan untuk 

mening-kat-kan iklim akademis di tengah-tengah 

tantangan besar tuntutan publik yang 

menginginkan“referensi intelek-tual”dalam menyi-kapi 

beragam problematika kehidupan masyarakat di masa-

masa mendatang.  
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 Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak 

ke-pada seluruh warga kampus untuk memanfaatkan GE-

LARKU ini se-bagai pintu kreatifitas yang tiada henti 

da-lam mengalirkan ga-gasan, pemikiran, dan ide-ide 

segar dan mencerdaskan untuk ikut memberikan 

kontribusi da-lam pembangunan peradaban bangsa.  

 Kepada STAIN Jember Press, program 

GELARKU ta-hun pertama ini juga menjadi tantangan 

tersendiri dalam membe-rikan pelayanan prima kepada 

karya-karya terse-but agar dapat terwujud dengan 

tampilan buku yang me-narik, layout yang cantik, 

perwajahan yang elegan, dan mampu bersaing dengan 

buku-buku yang beredar di pasa-ran. Melalui karya-karya 

para dosen ini pula, STAIN Jember Press memiliki 

kesempatan untuk mengajak ma-syarakat luas 

menjadikan karya tersebut sebagai salah satu refensi 

penting dalam kehidupan akademik pemba-canya.  

 Akhir kata, inilah karya yang bisa disodorkan 

kepada masyarakat luas yang membaca buku ini sebagai 

bahan referensi, di samping literatur lain yang bersaing 

secara kompetitif dam alam yang semakin mengglobal 

ini. Sela-mat berkarya. 
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Jember, Juli 2014 

Ketua STAIN Jember 
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BAB I 

MENGENAL HUKUM DAN HUKUM BISNIS 

 

1.1   Pengertian Hukum 

 Untuk membuat definisi yang tepat mengenai hukum 

tidaklah mudah karena sedemikian luas cakupan dan/atau 

ruang lingkupnya. Banyak para sarjana yang telah 

memberikan definisi mengenai hukum, namun definisinya 

itu tergantung dari sudut mana mereka meninjaunya. 

Sebagai pegangan, berikut dikutip pengertian hukum 

menurut : 

HMN. Poerwosutjipto (1998:1) menyatakan ”Hukum  

adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau 

penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, 

dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat 

bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan 

tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki 

oleh pengusaha tersebut.” 

Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka, (1978:12). 

Hukum diartikan sebagai : 

1.     Ilmu pengetahuan ; 

2.     Suatu disiplin ; 

3.     Kaidah ;  
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4.     Tata hukum ; 

5.     Petugas (law enforcement officer) ; 

6.     Keputusan penguasa ; 

7.     Proses pemerintahan 

8.     Sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur, dan 

9.     Nilai-nilai. 

 Dari kedua definisi diatas, terlihat bahwa pengertian 

hukum itu sangat kompleks sekali sehingga tidaklah mudah 

untuk memberikan definisi pada pengertian hukum yang 

sedemikian luas ke dalam pengertian yang terbatas pada 

beberapa kalimat saja. 

Suatu definisi sangat diperlukan untuk memberikan 

patokan dan gambaran sederhana persoalan / pertanyaan 

yang dihadapi, sehingga dari berbagai definisi itu, 

setidaknya masyarakat awam yang belum mengerti hukum 

mempunyai abstraksi untuk memahami dari berbagai 

definisi hukum yang dikemukakan di bawah ini : 

a. S.M. Amin : Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan 

yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi dan 

tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam 

pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban 

terpelihara. 
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b. Utrecht : Hukum adalah himpunan peraturan yang 

menurus tata tertib masyarakat yang harus ditaati oleh 

masyarakat. 

c. Meyers : Hukum ialah semua aturan yang mengandung 

pertimbangan kesusilaan,yang ditujukan kepada tingkah 

laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman 

bagi penguasa negara dalam melakukan 

tugasnya.(R.Saliman,Abdul, 2004;1-5) 

d. Purnadi Purbacaraka : Menurut dia setidaknya ada 

sembilan arti hukum yang dipahami oleh masyarakat , 

yakni sebagai berikut : 

a. Hukum sebagai lmu pengetahuan 

b. Hukum sebagai disiplin  

c. Hukum sebagai kaidah  

d. Hukum sebagai tata hukum  

e. Hukum sebagai petugas 

f. Hukum sebagai penguasa  

g. Hukum sebagai pemerintahan  

h. Hukum sebagai perilaku yang teratur  

i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai.(Halim,Ridwan, 

1984;8). 

     Dari berbagai definisi diatas, jelas bahwa hukum 

merupakan norma-norma yang berisi peraturan-peraturan 
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yang mengandung perintah dalan larangan yang harus 

dilakukan atau tidak boleh dilakukan yang dibuat oleh 

penguasa / pemerintah yang berlaku di masyarakat dan jika 

dilanggar akan menimbulkan sanksi atau hukuman bagi 

yang melanggarnya. 

 

1.2. Pengertian Hukum Bisnis 

Istilah Hukum Bisnis akhir-akhir ini lebih populer 

ketimbang istilah-istilah lain yang ada, misalnya istilah 

Hukum Dagang dan Hukum Perusahaan. Hukum Bisnis lahir 

karena adanya istilah bisnis. Istilah ”bisnis”  sendiri diambil 

dari kata business (bahasa Inggris) yang berarti kegiatan 

usaha. Oleh karena itu, secara luas kegiatan bisnis diartikan 

sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau 

badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus menerus, 

yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa 

maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, atau 

disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. 

Dengan demikian, kegiatan atau usaha dalam bidang bisnis 

ini dapat dibedakan dalam tiga bidang berikut ini (Richard 

Burton Simatupang, 1996:1) : 

1.  Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (commerce), 

yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh 
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orang-orang atau badan-badan, baik di dalam maupun di 

luar negeri ataupun antarnegara untuk tujuan memperoleh 

keuntungan. Contoh untuk kegiatan ini adalah menjadi 

dealer, agen, grosir, toko, dan lain sebagainya. 

2. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan 

memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang 

nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh untuk 

kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, 

pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya. 

3. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa 

(service), yaitu kegiatan yang melaksanakan atau 

menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh 

perorangan maupun suatu badan. Contoh untuk kegiatan 

ini adalah melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, 

konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, akuntan, dan 

sebagainya. 

Berkaitan dengan kegiatan di atas, maka dicoba untuk 

dirumuskan bahwa Hukum Bisnis adalah ”serangkaian 

peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak 

langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam 

menjalankan roda perekonomian”.   

Menurut Abdul R.Saliman Dkk, : Hukum Bisnis atau 

Business Law / Bestuur Rechts adalah : 



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  6 

“ Keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan 

kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun 

perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis “ 

(R.Saliman,Abdul, 2004;12). 

Menurut Munir Fuady, Hukum bisnis adalah : “ 

Suatu perangkat kaedah hukum ( termasuk enforcementnya ) 

yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau 

kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan 

produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan 

menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko 

tertentu dengan motif adalah untuk mendapat keuntungan 

tertentu “. 

Istilah hukum bisnis dewasa ini lebih banyak 

dipergunakan, walaupun ada istilah lain yang mirip-mirip 

dengan istilah hukum bisnis seperti : Hukum Dagang (Trade 

Law), Hukum Perniagaan (Commercial Law) dan Hukum 

Ekonomi (Economic Law); Namun istilah hukum dagang 

dan hukum perniagaan merupakan istilah yang cakupannya 

sangat sempit. Sebab pada prinsipnya kedua istilah diatas 

hanya melingkupi topik-topik yang terdapat dalam Kitab 

undang-undang Hukum dagang (KUHD) saja. Padahal, 

begitu banyak topik hukum bisnis yang tidak diatur atau 
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tidak lagi diatur dalam KUHD, misalnya, mengenai : 

Perseroan Terbatas, Kontrak bisnis, pasar modal, merger dan 

akuisisi, perkreditan, asuransi, Hak atas kekayaan 

intelektual. Sementara dengan istilah“Hukum Ekonomi“ 

cakupannya sangat luas, berhubung dengan adanya 

pengertian ekonomi dalam arti makro dan mikro, ekonomi 

pembangunan dan ekonomi sosial,ekonomi manajemen dan 

akuntansi.(Fuady,Munir, 2002;20-21). 

 

1.3. Hukum dan Masyarakat 

Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya 

berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus 

ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat  ialah 

sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau 

wilayah tertentu dan tunduk pada peratran hukum tertentu 

pula. 

Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat 

dan tak mungkin dapat dipisahkan antara satu sama lain, 

mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak dalam 

kenyataan-kenyataan  berikut ini. 

a.  Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. 
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Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau 

tidak ada hukum. 

b. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi 

berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau 

berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. 

Jadi, dari kedua pernyataan di atas ini sudah dapat 

dibuktikan, dimana ada hukum di situ pasti ada 

masyarakat dan demikian pula sebaliknya, dimana dad 

masyarakat disitu tentu ada hukumnya. 

c. Disamping itu, tak dapat disangkal adanya kenyataan 

bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama 

bagi manusia melalui masyarakat di mana ia menjadi 

warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala 

keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik 

dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada 

hakikatnya: 

1). Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak 

setiap orang secara wajar, disamping juga 

menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus 

dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut. 

2).  Memberikan juga pembatasan (restriksi) atas hak-hak 

seseorang pada batas yang maksimal agar tidak 

mengganggu atau merugikan hak orang lain, 
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disamping juga menetapkan batas-batas minimal 

kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya 

hak orang lain. 

Jadi, jelaslah bahwa huum itu bukan hanya menjamin 

keamanan dan kebebasan, tatapi juga ketertiban dan keadilan 

bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala 

keperluan hidupnya dengan wajar dan layak. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat, 

sehingga hukum tersebut berlaku efektif atau tidak. berikut 

hal-hal yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam 

masyarakat : 

1. Kaidah hukum didalam teori-teori ilmu hukum, dapat 

dibedakan antara tiga macam hal mengenai berlakunya 

hukum sebagai kaidah, hal itu diungkapkan sebagai 

berikut   

 kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila 

penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih 

tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang 

telah ditetapkan. 

 kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila 

kaidah tersebut efektif. artinya, kaidah dimaksud 

dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa 

walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat 
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(teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena 

adanya pengakuan dari masyarakat; 

 kaidah hukum berlaku secara filosofis, sesuai dengan 

citra hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 

2.  Penegak hukum atau orang bertugas menerapkan hukum 

mencakup ruang lingkup yang sangat luas. sebab, 

menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan 

bawah. artinya, dalam melaksanakan tugas-tugas 

penerapan hukum, petugas seharusnya harus memiliki 

suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu 

yang menyangkut ruang lingkup tugas-tugasnya.        

3.  Fasilitas/sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu 

aturan tertentu. ruang lingkup sarana dimaksud, terutama 

sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. 

misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup 

serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana tugas dapat 

membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. 

bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak 

dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi 

yang proporsional. kalau peralatan yang dimaksud sudah 

ada, maka faktor-faktor pemeliharaannya juga sangat 

penting. 
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4. Warga masyarakat, salah satu faktor yang mengefektifkan 

suatu peraturan adalah warga masyarakat. warga 

masyarakat dimaksud, adalah kesadarannya untuk 

mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat 

kepatuhan. secara sederhana dapat dikatakan, bahwa 

derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan. 

 

1.4. Hukum Perdata dan Sistematika Hukum Perdata 

1.4.1. Pengertian Hukum Perdata 

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur 

hubungan antar perorangan di dalam masyarakat. 

Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum 

privat materil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan 

dari hukum pidana. Pengertian hukum privat (hukum 

perdana materiil) adalah hukum yang memuat segala 

peraturan yang mengatur hubungan antar perorangan 

didalam masyarakat dalam kepentingan dari masing-

masing orang yang bersangkutan. 

Selain ada hukum privat materil, ada juga hukum 

perdata formil yang lebih dikenal dengan HAP (hukum 

acara perdata) atau proses perdata yang artinya hukum 
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yang memuat segala peraturan yang mengatur 

bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan 

pengadilan perdata. 

Secara terminologis, istilah hukum perdata 

didefinisikan secara beragam sesuai perspektif atau 

sudut pandang terhadap hukum perdata itu sendiri. 

Antara lain: 

1.  HFA. Vollmar: aturan-aturan atau norma-norma 

yang memebrikan pembatasan dan oleh karenanya 

memebrikan perlindungan pada kepentingan 

perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara 

kepentingan yang satu dengan yang lainnya dari 

orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu 

terutama yang mengenai hubungan keluarga dan 

hubungan lalu lintas.  

2. Sudikno Mertokusumo : hukum antara perorangan 

yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang 

satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga 

dan di dalam pergaulan masyarakat yang 

pelaksanannya diserahkan masing-masing pihak. 

3. Salim HS: keseluruhan kaidah-kaidah hukum 

(tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan 

antara subyek hukum satu dengan subyek hukum 
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yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam 

pergaulan kemasyarakatan.  

4. Titik Triwulan Tutik : hukum perdata adalah aturan 

yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1) 

Adanya kaidah hukum baik tertulis maupun tidak 

tertulis, 2) Mengatur hubungan hukum antara subjek 

hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, 3) 

Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata, 

meliputi: hukum orang, hukum keluarga, hukum 

benda dan sebagainya.  

1.4.2. Ruang Lingkup Hukum Perdata  

Kaidah hukum perdata dapat dilihat dari 

beberapa hal, antara lain bentuk, subjek dan 

substansinya. Berdasarkan bentuknya hukum perdata 

dapat dibedakan menjadi 2 macam : tertulis dan tidak 

tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis, terdapat di 

dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan 

yurisprudensi, sedangkan hukum perdata tidak tertulis 

adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, 

tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan 

masyarakat (kebiasaan adat) seperti hukum adat dan 

hukum Islam.  
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Subjek hukum perdata terdiri atas : manusia dan 

badan hukum. Manusia dalam istilah biologis 

dipersamakan dengan orang atau individu dalam istilah 

yuridis. Hal ini karena manusia memiliki hak-hak 

subjektif dan kewenangan hukum. Sedangkan badan 

hukum adalah kumpulan orang-orang yang memiliki 

tujuan-tujuan tertentu, harta, kekayaan, serta hak dan 

kewajiban.  Substansi yang diatur dalam hukum perdata, 

yaitu : (1) dalam hubungan keluarga (2) dalam 

pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga, akan 

timbul hukum tentang orang (badan pribadi) dan hukum 

keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat akan 

menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan 

dan hukum waris.  

1.4.3. Sistematika Hukum Perdata 

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata 

dapat dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu : 

1) Hukum perorangan (personenrecht) 

Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur 

tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak 

dan kewajiban (subyek hukum),tentang 

umur,kecakapan untuk melakukan perbuatan 

hukum,tempat tinggal (domisili) dan sebagainya. 
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2) Hukum keluarga (familierecht) 

Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur 

hubungan hukum yang timbul karena hubungan 

keluarga / kekeluargaan seperti perkawinan, 

perceraian, hubungan orang tua dan anak ,perwalian, 

curatele,dan sebagainya. 

3) Hukum harta kekayaan (vermogensrecht), 

Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur 

hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta 

kekayaan seperti perjanjian,milik,gadai dan 

sebagainya. 

4) Hukum Waris (arfrecht). 

Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur 

tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang 

telah meninggal dunia,dengan perkataan lain:hukum 

yang mengatur peralihan benda dari orang yang 

meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. 

  

1.4.4. KUH Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW)  

Merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda 

yang diundangkan tahun 1848, diberlakukan di Indonesia 

berdasarkan asas konkordansi, Berdasarkan sistematika yang 
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ada dalam KUH perdata (BW), hukum perdata terdiri atas 4 

(empat) buku, yaitu :  

1. Buku I perihal orang (van personen), yang membuat 

hukum perorangan dan hukum kekeluargaan;  

2. Buku II perihal benda (van zaken), yang memuat hukum 

benda dan hukum waris; 

3. Buku III perihal perikatan (van verbentennissen), yang 

memuat hukum harta kekayan yang berkenaan dengan 

hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang 

atau pihak-pihak tertentu;  

4.  Buku IV perihal pembuktian dan kadaluarsa (van bewijs 

en varjaring), yang memuat perihal alat-alat pembuktian 

dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum. 

Berdasarkan sistematika tersebut, substansi KUH perdata 

terdapat dalam 2 bagian: Buku I, II dan III berisi 

ketentuan hukum perdata materiil, sedangkan Buku IV, 

berisi ketentuan hukum perdata formil. Ditinjau dari segi 

perkembangannya, hukum perdata Indonesia sekarang 

menunjukan tendensi perubahan. Sebagaimana 

sistematika hukum perdata Belanda yang diundangkan 

pada tanggal 3 Desember 1987 Stb. 590 dan mulai 

berlaku 1 April 1988 meliputi 5 buku, yaitu :  
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1. Buku I tentang hukum orang dan keluarga (personen-

familie-recht)  

2. Buku II tentang hukum badan hukum (rechtspersoon)   

3. Buku III tentang hukum hak kebendaan (van zaken)  

4.Buku IV tentang hukum perikatan (van 

verbentennissen)  

5. Buku V tentang kadaluarsa (van verjaring)  

Sedangkan ditinjau dari segi pembidangan isinya, 

hukum perdata Indonesia dalam perkembangannya terbagi 

menjadi bagian-bagian antara lain: Bidang Hukum Keluarga 

(perkawinan, perceraian, harta bersama, kekuasaan orang 

tua, kedudukan, pengampuan dan perwalian), Bidang 

Hukum Waris, Hukum Benda, Bidang Hukum Jaminan, 

Bidang Hukum Badan Hukum, Bidang Hukum Perikatan 

Umum, bidang Hukum Perjanjian Khusus. 
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BAB II 

BENTUK-BENTUK BADAN USAHA 

 

2.1. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis 

2.1.1   Pengertian Badan Usaha dan Perusahaan 

Badan Usaha di definisikan sebagai organisasi yang 

terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk 

mendapatkan keuntungan. Pengertian lain Badan usaha 

adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan 

faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan 

tujuan mencari keuntungan. 

Sedangkan Perusahaan adalah Suatu unit kegiatan 

yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk 

menyedikan barang dan jasa bagi masyarakat, 

mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain 

untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan 

masyarakat. Dalam berbagai kepustakaan dikatakan bahwa 

perusahaan merupakan suatu istilah perekonomian yang 

dikenal dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang) dan peraturan lainnya didalam KUHD. Namun 

demikian secara eksplisit, apa yang di maksud dengan 

perusahaan tidak ada dijumpai dalam KUHD itu sendiri. 

Namun, Menteri Kehakiman Nederland (Minister van 
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Justitie Nederland) dalam memori jawaban kepada parlemen 

menafsirkan pengertian perusahaan sebagai berikut: 

“Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak 

yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, 

terang-terangan serta didalam kedudukan tertentu untuk 

memperoleh bagi diri sendiri”.  

Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai 

dalam pasal 1 UU. No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar 

perusahaan, yang menyatakan berikut. “Perusahaan adalah 

setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis 

usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, 

bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara 

Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau 

laba”. 

Dari pengertian diatas ada dua unsur pokok yang 

terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:   

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha 

baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang 

didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia 

2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis 

yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari 

keuntungan. 
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Dengan demikian, suatu perusahaan harus 

mempunyai unsur-unsur antara lain:  

a. Terus-menerus atau tidak terputus-putus  

b. Secara terang terangan (karena berhubungan dengan 

pihak ketiga) 

c. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan 

perniagaan) 

d. Mengadakan perjanjian perdagangan  

e. Harus bermaksud memperoleh laba 

Dari unsur-unsur perusahaan sebagaimana di 

kemukakan di atas dapat dirumuskan bahwa suatu 

perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan 

kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, 

bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dan atau laba yang di buktikan 

dengan pembukuan (Asyhadie,Zaeni, 2012 ; 13).  

Ada beberapa bentuk badan usaha antara lain, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta 

(BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain-

lain.. 

2.1.2   Bentuk-Bentuk Badan Usaha 

A. Badan Usaha menurut pemilikan modalnya dapat 

digolongkan menjadi empat, yaitu:  
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1. Badan Usaha Milik Swata (BUMS) adalah badan 

usaha yang   seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. 

2. Badan Usaha Milki Negara (BUMN) adalah badan 

usaha yang modalnya dimilki oleh negara baik 

seluruhnya maupun sebagian. 

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan 

usaha yang modalnya berasal dari kekayaan daerah. 

4. Badan Usaha Campuran adalah badan usaha yang 

modalnya berasal dari pihak swasta dan sebagian lagi 

berasal dari pemerintah. 

B. Badan usaha menurut badan hukumnya dapat 

digolongkan menjadi enam, yaitu sebagai berikut: 

a. Perusahaan perseorangan 

b. Persekutuan firma 

c. Persekutuan komanditer 

d. Perseroan terbatas 

e. Koperasi 

f. Yayasan  

C. Badan Usaha Menurut Jenis Usahanya Dapat 

Digolongkan Menjadi Lima, Yaitu Sebagai Berikut: 

1. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang 

kegiatan usahanya mengolah dan mengambil hasil 

yang disediakan alam, tanpa mengubah sifatnya. 
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Misalnya, usaha pertambangan. 

2. Badan Usaha Agraris adalah badan usaha yang 

mengambil hasil dari alam dengan mengusahakan dan 

mengolah tanahnya terlebih dahulu untuk memperoleh 

hasilnya. Misalnya, pertanian, perternakan, 

perkebunan, perikanan, dan lain-lain. 

3. Badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang 

membeli produk (barang, ide, jasa) untuk dijual 

kembali tanpa mengubah bentuk. Usaha pada bidang 

ini antara lai toko, pasar swalayan, supermarket, mall, 

dan lain-lain. 

4. Badan Usaha Industri adalah bada usaha yang 

membeli bahan baku kemudian mengolah menjadi 

baha penolong dan bahan jadi. Misalnya, pabrik 

semen, pembuatan tahu/tempe, dan lain-lain. 

5. Badan Usaha Jasa adalah badan usaha yang melakukan 

kegiatan dengan memberi jasa berupa kesenangan, 

kenikmata, kemudahan, kenyamanan, dan fasilitas lain 

yang hanya dapat dirasakan. Misalnya, usaha 

pengangkutan (udara, darat,dan laut),usaha bioskop, 

usaha pendidikan, dan lain-lain. 
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2.1.3 Bentuk-Bentuk BUMS 

1. Perusahaan perseorangan 

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan 

yang dikelola oleh perseorangan (pengusaha 

perseorangan). Pengusaha perseorangan dapat 

memperoleh pinjaman dari kreditur untuk membantu 

kegiatan operasional perusahaan. Tetapi, pinjaman itu 

tidak menggambarkan kepemilikan karena wajib 

membayar sendiri semua utang akibat akibat pinjaman, 

namun tidak perlu membagi laba kepada kreditur yang 

memberi pinjaman. Toko atau warung, rumah makan, 

penginapan berskala kecil, usaha foto copy adalah 

beberapa contoh usaha perseorangan. Pengelolaan 

perusahaan perseorangan langsung ditangani sendiri 

oleh pemiliknya. Ada beberapa perusahaan 

perseorangan yang akhirnya dapat berkembang 

menjadi perusahaan besar dan berubah bentuk menjadi 

Fa, CV, dan PT. 

2. Persekutuan firma (Fa) 

Firma dari bahasa Belanda venootschap onder 

firma; secara harfiah bermakana (perserikatan dagang 

antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut 

Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk 
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menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan 

memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari 

beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing 

anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi 

sesuai yang tercantum dalam akta pendirian 

perusahaan. 

3. Persekutuan Komanditer (CV atau Commanditaire 

Vennotschop) 

Persekutuan komanditer biasanya didirikan 

dengan akta dan harus Didaftarkan. Namun 

persekutuan ini bukan merupakan badan hukum (sama 

dengan firma), sehingga tidak memiliki kekayaan 

sendiri. 

Berdasarkan perkembangannya, bentuk 

perseroan komanditer adalah sebagai berikut: 

a. Persekutuan komanditer murni 

Bentuk ini merupakan persekutuan komanditer 

yang pertama. Dalam persekutuan ini hanya 

terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan 

yang lainnya adalah sekutu komanditer. 

b. Persekutuan komanditer campuran 

Bentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma 

bila firma membutuhkan tambahan modal. Sekutu 
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firma menjadi sekutu komplementer sedangkan 

sekutu lain atau sekutu tambahan menjadi sekutu 

komanditer. 

c. Persekutuan komanditer bersaham 

Persekutuan komanditer bentuk ini mengeluarkan 

saham yang tidak dapat diperjual-belikan dan 

sekutu komplementer maupun sekutu komanditer 

mengambil satu saham atau lebih. Tujuan 

dikeluarkannya saham ini adalah untuk 

menghindari terjadinya modal beku karena dalam 

persekutuan komanditer tidak mudah untuk 

menarik kembali modal yang telah disetorkan. 

4. Perseroan Terbatas (PT)       

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga 

Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu 

persekutuan untuk menjalankan usaha yang 

memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang 

pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang 

dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-

saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan 

kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa 

perlu membubarkan perusahaan. 

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha 
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dan besarnya modal perseroan tercantum dalam 

anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah 

dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan 

sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap 

orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang 

menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik 

saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, 

yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila 

utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, 

maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi 

tanggung jawab para pemegang saham. Apabila 

perusahaan mendapat keuntungan maka 

keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan 

memperoleh bagian keuntungan yang disebut 

dividen yang besarnya tergantung pada besar-

kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan 

terbatas. Pembagian perseroan terbatas : 

a.   PT Terbuka 

Perseroan Terbuka adalah perseroan terbatas 

yang menjual sahamnya kepada masyarakat 

melalui pasar modal (go public).  adi 

sahamnya ditawarkan kepada umum, 
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diperjualbelikan melalui bursa saham dan 

setiap orang berhak untuk membeli saham 

perusahaan tersebut. 

b.   PT Tertutup 

Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan 

terbatas yang modalnya berasal dari kalangan 

tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya 

dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan 

terbatas dan tidak dijual kepada umum. 

c.   PT Kosong 

Perseroan terbatas kosong adalah perseroan 

yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya 

tapi tidak ada kegiatannya. 

5. Yayasan 

Yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi 

tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari 

keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial 

dan berbadan hukum. 

6. Koperasi 

Koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 
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gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas 

kekeluargaan. 

 

2.1.4 Bentuk-Bentuk BUMN 

a) Perusahaan Perseroan 

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk 

perseroan terbatas (PT) yang modal atau sahamnya paling 

sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya 

mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan 

persero ialah untuk menyediakan barang atau jasa yang 

bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar 

keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut: 

1) Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada 

presiden 

2) Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan 

memperhatikan perundang-undangan 

3) Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur 

berdasarkan undang- undang 

4) Modalnya berbentuk saham 

5) Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara 

dari kekayaan negara yang dipisahkan 

6) Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris 
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7) Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai 

pemegang saham milik pemerintah 

8) seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri 

berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka 

sebagai pemegang saham perseroan terbatas 

9) RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi 

perusahaan 

10) Dipimpin oleh direksi 

11) Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan 

12) Tidak mendapat fasilitas Negara 

13) Tujuan utama memperoleh keuntungan 

14) Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum 

perdata 

15) Pegawainya berstatus pegawai Negeri 

Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero 

adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan), PT Bank BNI 

Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT 

Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 

2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta 

sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT.Garuda Indonesia 

Airways (GIA). 
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b) Perusahaan Jawatan (Perjan) 

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk 

BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya 

modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. 

Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat 

2. Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah 

3. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab 

langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang 

bersangkutan 

4. Status karyawannya adalan pegawai negeri 

Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan): 

a. Perusahaan jawatan kereta api (PJKA),bernaung di 

bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah 

menjadi Perusahaan Umum Kereta Api 

(PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara 

Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah 

nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI). 

b. Perusahaan Jawatan Pengadaian bernaung dibawah 

Departemen Keuangan.Pada saat ini,Perusahaan 

Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum 
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Penggadaian. 

c) Perusahaan Umum (Perum) 

Perusahaan Umum (PERUM) adalah suatu 

perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani 

kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan. 

Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum): 

1. Melayani kepentingan masyarakat umum. 

2. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur. 

3. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di 

perusahaan swasta. 

4. Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah 

dari kekayaan negara. 

5. Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta. 

6. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. 

Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, 

Perum DAMRI, Perum ANTARA, Perum Peruri, 

Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka. 

 

2.2 BADAN HUKUM 

Badan hukum adalah badan-badan atau 

perkumpulan.dikatakan perkumpulan berarti kumpulan 

tersebut terdiri dari beberapa orang. Perkumpulan disini 

mempunyai arti luas dan mempunyai empat unsur, yaitu: 
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adanya kepentingan bersama, adanya unsur kehendak 

bersama, adanya unsur tujuan, adanya unsur kerjasama 

yang jelas (Burton Simatupang, Richard, 2003;3).  

Keempat unsur ini selalu ada pada tiap-tiap 

perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun yang 

bukan berbadan hukum. Dari sekian banyak perkumpulan 

yang terjadi dalam dunia bisnis, dan merupakan badan 

hukum yang paling popular sekarang ini adalah bentuk 

badan hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi. 

Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak di 

perlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal 

mendirikan PT, mutlak diperlukan pengesahan akta 

pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah (Menteri 

Kehakiman cq. Direktorat Perdata). Sedangkan dalam hal 

mendirikan perkumpulan koperasi, mutlak diperlukan 

pengesahan akta pendirian koperasi dari Menteri Koperasi 

dan Pembina Pengusaha kecil (Burton Simatupang,Richard, 

2003;4). 

Badan hukum, yakni orang yang diciptakan oleh 

hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek 

hukum, seperti manusia. Badan hukum adalah suatu badan 

yang ada karena hukum, dan memang diperlukan 
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keberadaannya sehingga disebut legal entity.(Rai Widjaya, 

2002;127) 

Dengan demikian badan hukum sebagai pembawa 

hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa 

hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan dan 

memiliki kekayaan yang  sama sekali terlepas dari kekayaan 

anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat 

bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. 

Misalnya suatu perkumpulan dapat dimintakan 

pengesahan sebagai badan hukum, dengan cara: 

a. Didirikan dengan akta notaris 

b. Didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat 

c. Dimintakan pengesahan anggaran dasar kepada menteri 

kehakiman dan HAM, sedangkan khusus untuk badan 

hukum dan pensiunan, pengesahan anggaran dasarnya 

dilakukan oleh menteri keuangan. 

d. Diumumkan dalam berita Negara RI.  

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yaitu 

badan hukum publik dan badan hukum privat. 

a. Badan hukum public (publik rechts persoon) Adalah 

badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum public 

atau yang menyangkut kepentingan public atau orang 

banyak atau Negara umumnya. 
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b. Badan Hukum Privat (privat rechts persoon) Adalah 

badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil 

atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi 

orang di dalam badan hukum itu.  

Yang Penting dari Badan Hukum adalah dapat 

dipisahkannya antara hak dan kewajiban Badan Hukum dari 

Hak dan Kewajiban anggota Badan Hukum. 

Anggota atau Pengurus Badan Hukum dapat berganti-ganti, 

tetapi Badan Hukum tetap ada. 

 

2.2.1 Perbedaan Badan Hukum dan Bukan Badan 

Hukum 

Bahwa tidak semua badan usaha merupakan suatu 

badan hukum, disini kami akan sedikit memberikan 

penjelasan secara singkat mengenai perbedaan antara badan 

usaha yang telah berbadan hukum dengan badan usaha yang 

tidak berbadan hukum, sebagai berikut: 

Badan Usaha yang Berbadan Hukum: 

1. Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri 

,karena ia telah menjadi badan hukum yang juga 

termasuk subyek hukum di samping manusia. 

2. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan 

pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya kalau 
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perusahaannya pailit, yang disita  hanyalah harta 

perusahaan saja (harta pribadi pengurus atau anggotanya 

tetap bebas dari sitaan) 

3. Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu 

Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Perusahaan 

Daerah, Koperasi, Perum, Perjan, Persero dan Yayasan. 

Badan Usaha yang Bukan Badan Hukum : 

1. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi 

pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri karena 

ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek 

hukum. 

2. Harta perusahan bersatu dengan harta pribadi para 

pengurus atau anggotanya. Akibatnya kalau 

perusahaannya pailit, maka harta pengurus atau 

anggotanya ikut tersita juga. 

3. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah Firma, CV 

dan lain-lain. 

 Kewenangan menuntut dan dituntut 

1. Pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak 

sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya dan 
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bukan perkumpulannya sehingga yang dituntut adalah 

orang-orangnya oleh pihak ketiga. 

2. Pada perusahaan berbadan hukum, yang bertindak 

sebagai subjek hukum adalah perkumpulannya artinya 

pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya namun 

pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing 

orangnya. 

 

Harta kekayaan 

1. Harta kekayaan dalam perusahaan yang berbadan hukum 

adalah terpisah, artinya dipisahkan dari kekayaan 

anggotanya. Sehingga bila terjadi kerugian atau 

penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi atau 

pelunasan utang hanya sebatas pada kekayaan 

perusahaan. 

2. Harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan 

hukum adalah dicampur, artinya bila terjadi kerugian atau 

penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi atau 

pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat 

menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggung 

jawabannya pribadi untuk keseluruhan. 

Badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan 

perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan.  
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2.3 KOPERASI 

Koperasi merupakan salah satu bentuk bentuk kerja 

sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama dalam 

koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling 

membutuhkan dan kesamaan kebutuhan diantara beberapa 

orang. Orang-orang secara bersama mengupayakan 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik yang terkait dengan 

keperluan pribadi maupun perusahaan. Untuk mencapai 

tujuan itu, suatu kerja sama yang berlangsung secara terus-

menerus di perlukan. 

Koperasi itu sendiri berasal dari kata co yang berarti 

bersama serta operation yang mengandung makna bekerja. 

Jadi, secara leksikologis koperasi bermakana sebagai suatu 

perkumpulan kerja sama yang beranggotakan orang-orang 

maupun badan-badan dimana ia memberikan kebebasan 

untuk keluar dan masuk sebagai aggotanya. Dalam 

perkumpulan tersebut, kesejahteraan para anggota harus 

benar-benar diperjuangkan. Suatu perkumpulan dinamakan 

koperasi bila memenuhi persyaratan kelayakan, seperti: 

jumlah anggota minimal, struktur organisasi yang tepat, 

mekanisme kerja, serta adanya alur wewenang dan tanggung 

jawab. Sehingga, tidak semua bentuk perkumpulan atau 
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kerja sama dapat dinamakan sebagai koperasi. Kegiatan 

gotong royong, arisan, persekutuan dagang, dan kerukunan 

antara beberapa orang dan badan hukum dapat dinamakan 

sebagai koperasi apabila telah memenuhi persyaratan yang 

telah ditetapkan oleh undang-undang. Untuk konteks 

Indonesia, persyaratan sahnya suatu badan hukum menjadi 

koperasi diatur dalam undang-undang mengenai 

perkoperasian. 

Undang-undang pertama yang mengatur Koperasi di 

Indonesia adalah Undang-undang Koperasi Nomor 12 yang 

dikeluarkan pada tahun 1967. Namun kemudian untuk 

menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang 

dinamis, dikeluarkan Undang-undang sebagai pengganti 

Undang-undang koperasi Nomor 12 pada Tahun 1967 yaitu 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 pada Tahun 

1992. 

Menurut Undang-undang Koperasi Nomor 12 Tahun 

1967 “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat 

berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi 

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 

Dari batasan ini pengertian ini dapat dijelaskan hal-hal 

sebagai berikut: 
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1. Yang dimaksudkan disini sebagai rakyat adalah orang-

orang yang kondisi ekonominya relative lemah yang 

perlu menghimpun tenaganya agar mampu menghadapi 

golongan berekonomi kuat. 

2. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang 

mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama 

dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara 

bersama-sama diusahakan pemenuhanya melalui usaha 

bersama yang dilaksanakan oleh koperasi. Jadi, orang-

orang tersebut bergabung dengan sukarela atas kesadaran 

adanya kebutuhan bersama, tanpa paksaan dan ancaman 

dari pihak lain atau penguasa. 

3. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan 

bukanlah perkumpualan modal. Dalam artian bahwa 

koperasi merupakan perkumpulan dari orang-orang yang 

mengutamakan pelayanan akan kebutuhan ekonomi para 

anggotanya. Sekalipun demikian, koperasi bukanlah 

sekedar perkumpulan layaknya club sebak bola. Juga 

bukan perkumpulan modal yang menumpukkan diri pada 

pencariaan laba sebesar-besarnya seperti yang berlaku 

pada firma atau perusahaan.  

4. Koperasi berwatak sosial dalam arti bahwa memiliki 

landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak 
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dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak dan 

kewajiban yang sama dan taat kepada keputusan tertinggi 

yakni rapat anggota. 

5. Koperasi juga beranggotakan badan-badan hukum 

koperasi. Dalam arti bahwa selain terdiri atas sekumpulan 

orang, beberapa koperasi yang telah di sahkan sebagai 

badan hukum dapat menyatukan diri dalam koperasi yang 

lebih besar. Koperasi yang di bentuk oleh beberapa badan 

hukum koperasi ini memiliki pengurus dan badan 

pemeriksa serta anggaran dasar tersendiri. Badan hukum 

koperasi yang baru ini di benarkan memiliki hak milik 

serta hutang piutang yang terpisah dari para anggotanya  

6. Koperasi merupakan alat untuk memperjuangkan 

kepentingan bersama para anggotanya. Hal ini tercermin 

dari besarnya karya dan jasa yang di sumbangkan oleh 

masing-masing anggotanya. Sehingga, partisipasi para 

anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang di capai 

tergantung dari besar serta kecilnya sumbangan peran 

yang dilakuknanya. Dalam kegiatan usaha koperasi 

hendaknya dihilangkan sifat saling menjegal, tidak 

mempercayai serta berbagai kondisi yang mengarah pada 

perpecahan.  
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7. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. 

Hal ini mengandung pengertian bahwa koperasi 

melakukan peran sebagai salah satu di antara beberapa 

pilar penopang proses pembangunan ekonomi suatu 

Negara. Sebagaimana halnya yang kita ketahui bersama, 

ada beberapa pilar penopang kegiatan pembangunan, 

BUMN, badan usaha swasta dan koperasi itu sendiri. Ia 

menekuni suatu usaha berusaha mencapai keuntungan 

untuk para anggotanya, dan memenuhi kebutuhan para 

anggotanya. Kegiatan usaha yang mungkin dilakukannya 

adalah dibidang produksi, distribusi, simpan pinjam, 

asuransi, trasportasi, dan penyediaan perumahan. 

Sedangkan pengertian koperasi menurut UU. No 25 

tahun 1992 adalah badan usaha yang berangggotakan orang-

orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan.  

  Nampak ada perbedaan pengertian kopersai atantara 

yang tertulis dalam UU. No 12/1967 dengan UU. No 

25/1992. Perbedaannya adalah bahwa didalam UU. No 

25/1992 pernyataan” yang berwatak sosial dari UU. No 

12/1967 secara definitif di tiadakan dan yang kedua 



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  42 

menyangkut asas yang digunakan. Namun demikian tidak 

berarti koperasi kehilangan “watak sosial”nya, karena 

sesungguhnya koperasi diharapkan dapat menjadi suatu 

organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otanom, 

partisipatif, dan berwatak sosial. Seperti diuraikan di muka, 

bahwa yang dimaksud dengan koperasi berwatak social 

adalah bahwa koperasi memiliki landasan kerja sama yang 

didasarkan pada kesetaraan dan kewajiban. Setiap anggota 

memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat 

kepada keputusan yakni rapat anggota. Dalam UU. Kopreasi 

No 25 tahun 1992, hal itu juga tertulis dalam pasal 22 dan 24 

mengenai rapat anggota dan hak suara anggota. Jadi melalui 

definisi koperasi yang baru diharapkan pengembangan 

pengelolaan koperasi akan dapat dilaksanakan lebih 

professional dengan menerapkan koperasi dan kaidah usaha 

ekonomi dengan sesungguhnya.  

 Sesungguhnya koperasi memiliki arti penting dalam 

perekonomian. Ia di nilai mampu memberikan berbagai 

kelebihan kepada para anggota atau masyarakat luas yang 

memanfaatkan keberadaannya. Apalagi dalam koperasi, 

prinsip demokrasi benar-benar ditegakkan. Sehingga, 

koperasi menjadi alat pendidikan pula. Apalagi adanya 

prinsip satu anggota satu suara, tanpa pandang berapakah 
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nilai simpanan yang ada padanya dan setiap anggota harus 

tunduh pada apa yang diputuskan oleh mayoritas anggota.  

 Undang-undang No 25/1992 ini diharapkan akan 

dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi 

seperti tertuang dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Perekonomian 

Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

asas kekeluargaan”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa 

“Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah 

koperasi”. Jadi melalui kegiatan koperasi dalam tatanan 

perekonomian nasional, diharapkan cita-cita bangsa untuk 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 

dapat tercapai. 

 Undang-undang baru itu juga memberikan 

kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan 

melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota 

maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, 

koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk 

pengembangan (Anoraga,Panji, 2004;4). 
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2.4 YAYASAN 

Yayasan yang kita kenal sekarang ini sebenarnya 

merupakan peninggalan pemerintah Belanda yang banyak 

digunakan pada saat itu, dan masih tetap dipakai setelah 

zaman kemerdekaan atau setelah Indonesia merdeka. Di 

Negeri Belanda badan ini disebut dengan nama “stichting” 

dan di Indonesia dulu dan sekarang disebut Yayasan. 

Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai 

kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiel 

(Rai Widjaya, 2002;60). 

Peraturan mengenai Yayasan diatur dalam: “Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan 

Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2008 dan diatur lebih 

lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. 

Pengertian Yayasan berdasarkan pasal 1 angka 1 

Undang-undang No.16 Tahun 2001 dijelaskan bahwa : 

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan 

yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan 

tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang 

tidak mempunyai anggota”. 

Dari definisi tersebut diatas ada empat catatan utama tentang 

yayasan yakni: 
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a) Yayasan merupakan badan hukum. Dapat bertindak dan 

melakukan perbuatan hukum yang sah dan mempunyai 

akibat hukum walaupun nantinya yang bertindak adalah 

yayasan yakni Pembina, pengawas maupun pengurusnya. 

b) Mempunyai harta kekayaan yang dipisahkan. Mempunyai 

asset, baik bergerak atau tidak bergerak, yang pada 

awalnya diperolehdari modal atau kekayaan pendiri yang 

telah dipisahkan. 

c) Mempunyai tujuan tertentu. Merupakan pelaksanaan 

nilai-nilai, baik keagamaan, sosial maupun kemanusiaan. 

Tidak mencari untung atau nirlaba. 

d) Tidak mempunyai anggota. Tidak mempunyai pemegang 

saham atau sekutu-sekutunya. Namun yayasan 

diderakkan oleh organ yayasan baik Pembina, pengawas 

namun yang berperan utama didalam pengorganisasianya 

adalah pengurus harian.  

 

Kedudukan Hukum Dan Kekayaan Yayasan 

Berdasarkan pasal 26 ayat 1 UU No.16 Tahun 2001 

dijelaskan bahwa “Harta kekayaan awal diperoleh dari 

pemisahan harta kekayaan dari pendiri Yayasan, baik dalam 

bentuk uang maupun barang”. Pemisahan harta kekayaan 

pendiri sangatlah penting untuk menghindari agar jangan 
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sampai kekayaan awal Yayasan masih merupakan bagian 

harta pribadi dari pendiri atau harta bersama dari pendiri 

dan keluarganya. Selain berasal dari pemisahan harta 

tersebut, harta kekayaan yayasan juga diperoleh dari: 

a) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat  

b) Wakaf 

c) Hibah 

d) Hibah wasiat 

e) Perolehan lainnya 

Untuk syarat minimum harta kekayaan yayasan 

berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 

2008 ditetapkan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta 

rupiah). 
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BAB III 

KONTRAK DAN PENYELESAIANNYA 

 

3.1.  Sahnya Suatu Kontrak 

Sebelum bisnis berjalan, biasanya akan dibuat 

kontrak atau perjanjian secara tertulis, yang akan dipakai 

sebagai dasar jalannya bisnis yang akan dilaksanakan. 

Dalam setiap kontrak yang dibuat, tidak bisa tidak, lebih 

dahulu harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, agar 

kontrak yang akan atau telah dibuat secara hukum sah dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Adapun syarat sahnya kontrak tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a) Adanya kata sepakat diantara para pihak, 

b) Adanya kecakapan tertentu, 

c) Adanya suatu hal tertentu, 

d) Adanya suatu sebab yang halal. 

Mengapa syarat kata sepakat dan kecakapan tertentu 

dinamakan sebagai syarat-syarat subjektif, karena kedua 

syarat tertentu mengenai subjeknya atau orang-orangnya 

yang mengadakan kontrak. Sedangkan syarat mengenai 

suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dinamakan 
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sebagai syarat-syarat objektif, karena kedua syarat tersebut 

isinya mengenai objek perjanjian dari perbuatan hukum 

yang dilakukan. 

Adanya kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua 

belah pihak yang mengadakan perjanjian setuju atau seia-

sekata mengenai hal-hal yang pokok dari kontrak. Sebagai 

contoh apabila si A menghendaki sesuatu, tentu si B juga 

menyetujui apa yang dikehendaki oleh si A, dengan kata lain 

mereka saling menghendaki sesuatu yang sama secara 

timbal balik. 

Dalam kontrak juga dipenuhi syarat bahwa mereka 

yang mengadakan harus cakap menurut hukum. Apa yang 

dimaksud cakap menurut hukum pada asasnya adalah setiap 

orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat 

pikirannya . ketentuan mengenai seseorang yang sudah 

dewasadampaknya berbeda menurut ketentuan yang satu 

dengan ketentuan yang lain. 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

seseorang dikatakan sudah dewasa adalah saat berusia 21 

tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan 

menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, kedewasaan adalah saat berusia 19 tahun bagi 

laki-laki dan16 tahun bagi wanita. 



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  49 

Acuan hukum yang dapat kita pakai adalah 

KUHPerdata, karena ketentuan ini masih berlaku secara 

umum. sedangkan, ketentuan lainnya hanya berlaku secara 

khusus. Dalam KUHPerdata juga disebutkan adanya tiga 

kelompok orang yang tergolong tidak cakap untuk bertindak 

didalam hukum. Orang-orang yang dimaksud dalam 

kelompok ini adalah seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 

1330 KUHPerdata yaitu : 

a. Orang-orang yang belum dewasa, 

b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan 

c. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan 

undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-

undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian 

tertentu. 

Pentingnya arti kecakapan menurut hukum tentunya 

mempunyai 2 (dua) maksud, yaitu; pertama, maksud yang 

dilihat dari sudut rasa keadilan, yaitu perlunya orang yang 

membuat perjanjian mempunyai cukup kamampuan untuk 

menginsyafi secara benar akan tanggungjawab yang 

dipikulnya dengan perbuatan tersebut. Dan kedua, maksud 

yang dilihat dari sudut ketertiban hukum, yang berarti orang 

yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan 
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kekayaannya, artinya orang tersebut harus seseorang yang 

sungguh-sungguh berhak bebas atas seluruh kekayaannya. 

Orang yang tidak sehat pikirannya tentunya tidak 

mampu menginsyafi tanggungjawab yang harus dipikulnya. 

Demikian pula dengan orang-orang yang ditaruh dibawah 

pengampuan, kedudukannya sama dengan orang yang belum 

dewasa (walaupun kenyataannya sudah dewasa). Khusus 

untuk golongan ketiga, orang-orang perempuan yang telah 

bersuami kenyataannya sekarang ini dalam praktek sudah 

tidak berlaku lagi. Hal ini dapat dilihat dari sikap Mahkamah 

Agung dengan surat edarannya nomor 03/1963 tanggal 4 

Agustus 1963, yang ditujukan kepada ketua Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, yang 

menjelaskan bahwa Pasal 108 dan 110 KUHPerdata tentang 

wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum 

dan untuk menghadap di pengadilan tanpa izin dan bantuan 

dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi. 

Mengenai syarat ketiga, suatu hal tertentu artinya apa 

yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah 

suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat 

ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si terhutang jika 

terjadi sengketa. Barang yang dimaksudkan  dalam 

perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. 
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Sedangkan mengenai barang yang diperjanjikan itu harus 

ada atau sudah ada di tangan si terutang pada waktu 

perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. 

 Selanjutnya mengenai syarat keempat yang 

mengharuskan adanya suatu sebab yang halal, dimaksudkan 

tidak lain pada isi perjanjian itu sendiri. Menurut Pasal 1335 

KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu 

sebab yang halal (causa) atau dibuat dengan suatu causa 

yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan 

hukum. Adapun causa yang tidak diperbolehkan ialah causa 

yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 

ketertiban umum. 

Dalam hal tidak dipenuhinya syarat objektif, maka 

perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak 

pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada 

suatu perjanjian adalah gagal. Sedangkan dalam hal tidak 

dipenuhinya syarat subjektif, Perjanjian bukan batal demi 

hukum, tetapi salah satu pihak mwmpunyai hak untuk 

meminta supaya perjanjian itu dibatalakan. Pihak yang dapat 

meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau 

pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. 

Dengan perkataan lain, perjanjian yang dibuat tetap 
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mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atau atas 

permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. 

 

3.2. Kebebasan Berkontrak dan Masalahnya 

Salah satu kegiatan penting yang senantiasa 

dilakukan dalam dunia bisnis (usaha) adalah membuat 

beraneka ragam perjanjian (kontrak). Wahana yang lazim 

dipakai untuk berusaha seperti Firma, CV, maupun PT, pada 

dasarnya merupakan hasil perjanjian diantara dua orang atau 

lebih. Oleh karena itu, perlu diketahui adanya tiga asas 

perjanjian dan kekecualian. Ketiga asas perjanjian tersebut 

adalah asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, 

dan asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara 

para pihak yang membuatnya. 

Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud meliputi 

bentuk dan isi dari perjanjian. Bentuk perjanjian berupa kata 

sepakat (konsensus) saja sudah cukup, dan apabila 

dituangkan  dalam suatu akta (surat) hanyalah dimaksud 

sekadar sebagai alat pembuktian semata saja. Sedangkan 

mengenai isinya, para pihak yang pada dasarnya bebas 

menentukan sendiri apa yang mereka ingin tuangkan. 

Namun demikian ada beberapa macam perjajian yang 

hanya sah apabila dituangkan dalam bentuk akta otentik 
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yang dibuat dihadapan pejabat umum atau notaris dan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) misalnya akta 

perjanjian menghibahkan saham, akta pendirian PT, dan 

lain-lain. Agar perjanjian hibah itu sah, pembuat undang-

undang sengaja mengharuskan dipatuhinya bentuk akta 

otentik guna melindungi kepentingan para pihak terhadap 

pembuatan dengan buru-buru yang dapat merugikan mereka 

sendiri. Dan untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) 

diwajibkan guna melindungi kepentingan pihak ketiga 

seperti yang dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas (PT) 

No. 1 Tahun 1995. 

Dalam asas kebebasan berkontrak, pembuat undang-

undang yang memberikan asas ini kepada para pihak yang 

berjanji sekaligus memberikan kekuatan hukum yang 

mengikat kepada apa yang telah mereka perjanjikan. Seperti 

dimaksud Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata. Perlu diingat 

bahwa perjanjian yang sah saja yang mempunyai kekuatan 

ukum yang mengikat seperti yang dimaksud dalam Pasal 

1320 KUHPerdata. Perjanian yang cacat karena tidak adanya 

sebab yang halal atau tidak ada kata sepakat, tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

3.2.1. Hukum Kebiasaan 
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Seperti kita ketahui bersama, bahwa salah satu fungsi 

hukum adalh untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat 

dan untuk mengarahkan suatu masyarakat ke suatu tujuan 

yang diinginkan. Tetapi dalam kenyataannya seringkali 

masalah hukum tertinggal oleh kebutuhan masyarakat itu 

sendiri. Masalah ini dapat dilihat pada negara-negara yang 

sedang berkembang, seperti Indonesia 

Untuk mengantisipasi masalah ini, ada 2 (dua) jalan 

yang dapat dilakukan, yaitu pertama, dengan membuat 

undang-undang dan peraturan-peraturan yang baru untuk 

mengisi kekosongan hukum maupun untuk mengganti 

undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi. Kedua, dengan 

mengakui hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah hukum kebiasaan yang 

tumbuh dalam rangkaian keputusan-keputusan hakim yang 

tetap dalam perkara yang sejenis, atau hukum kebiasaan 

yang telah dikembangkan dalam praktek para praktisi, 

seperti notaris, pengacara dalam hukum kontrak sebagai 

suatu sumber hukum. 

Namun demikian adanya keleluasan yang diperoleh 

para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, telah 

banyak dimanfaatkan oleh pera pihak yang tekait untuk 

mengisi kekosongan hukum yang timbul. Hal ini dapat 
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terlihat dalam kontrak atau akta notaris yang dalam klausula-

klausula peraniannya sebenarnya belum ada pengaturannya 

dalam perundang-undangan nasional. 

Agar asas kebebasan berkontrak dapat berfungsi 

sebagai pengisi kekosongan hukum, peran profesi hukum 

sangat diperlukan sekali. Peran mereka diperlukan dalam 

mengusahakan suatau penilaian terhadap klausula-klausula 

yang akan dimasukkan dalam kontrak, sehingga tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 

Penggunaan hukum kebiasaan yang berlaku dalam 

praktek bisnis sehari-hari tentunya tetap dapat digunakan 

karena memiliki landasan konstitusional sebagaimana 

ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945, yaitu bahwa 

disamping terhadap UUD sebagai hukum dasar yang 

ditertulis, juga terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, 

yaitu hukum kebiasaan. 

 

3.2.2. Masalah Kontrak 

Sebagai mana lazimnya dalam pembuatan suatu 

kontrak tentunya akan dimulai dengan hal-hal yang bersifat 

fundamental. Para pihak biasanya akan melakukan 

pembicaraan satu sama lain. Misalnya seorang pengusaha 

lokal dengan mitra usahanya (baik pihak asing maupun 
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pihak lokal). Pembicaraan-pembicaraan ini dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk 

menampung hal-hal apa saa yang dituangkan dalam kontrak. 

Sebuah kontrak mestinya dibuat secara detail dan 

komprehensif, dan tidak mengandung perumusan-

perumusan yang mengundang keraguan. Sebab kalau 

umpamanya dalam suatu kontrak tidak secara jelas 

didefinisikan sesuatu yang dimaksud, bisa jadi akan 

menimbulkan persoalan-persoalan baru. Jika ingin 

melakukan joint venture dengan mitra usaha asing untuk 

mendirikan sebuah pabrik, perlu diperhatikan pihak mana 

yang nantinya akan menguasai perusahaan. Karena kadang-

kadang pihak asing mengusai perusahaan tersebut sampai 

80% dan pihak lokal hanya 20%. Hal ini misalnya bisa 

berakibat pihak asinglah yang memasukkan presiden 

direktur perusahaan atau finance director. Bahkan bisa jadi 

mereka (pihak asing) yang akan mengimpor bahan baku 

produksi sampai kepada masalah pemasarannya. 

Bila kita lihat sebuah kontrak, baik yang bertaraf 

nasional maupun yang bartaraf internasional, lazimnya akan 

dicantumkan aspek pemecahan masalah (dispute resolution). 

Karena bagaimana pun bagusnya sebuah kontrak tidak bisa 

dijamin akan terhindar dari adanya sengketa pada masa-
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masa mendatang. Permasalahan dapat timbul karena 

biasanya pihak asing enggan menggunakan hukum 

Indonesia, sebab khawatir akan dirugikan kalau memilih 

pengadilan (litigasi) di Indonesia. 

Permasalahan lain dalam sebuah kontrak yang harus 

dibahas adalah jika sebuah kontrak telah dirumuskan dengan 

konsep standar. Konsep standar pihak asing maupun konsep 

standar pihak lokal berbeda, sehingga perlu dilakukan 

pembahasan bersama. Dalam sebuah kontrak standar, secara 

umum  pasti memiliki standar yang sama, yaitu adanya judul 

kontrak (heading), subjek dan objek, domisili, tujuan 

pembuatan kontrak, dan susunan pengurus. 

Dalam praktek, kebanyakan keberatan timbul dari 

salah satu pihak atas isi kontrak yang menyangkut susunan 

pengurus perusahaan, seperti presidan direktur dan direktur-

direkturnya, tetapi bisa juga karena masalah keuangan 

permasalahan-permasalahan lain yang cukup penting adalah 

pengguna bahasa hukum yang harus baik dan benar,sehingga 

mudah di pahami kalangan non hukum, baik pengguna 

dalam bahasa Inggris maupun pengguna dalam Bahasa 

Indonesia, yang sebisa mungkin harus dihindari kesan 

bahasa yang complicated dan membingungkan. 
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3.3.  Anatomi Suatu Kontrak 

Setiap akta perjanjian atau kontrak, baik yang dibuat 

dibawah tangan maupun akta otentik biasanya akan terdiri 

dari bagian-bagian sebagai berikut: 

a. Judul 

b. Kepala 

c. Komparasi 

d. Sebab atau dasar 

e. Syarat-syarat 

f. Penutup 

g. Tanda tangan 

Bagian yang disebut komparasi atau para pihak 

adalah penyebutan para pihak dalam akta, yaitu mulai dari 

nomor 1 (pihak pertama) sampai dengan nomor 2 (pihak 

kedua). Dalam komparasi bisa disebut lebih dari dua orang, 

yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang akan 

membuat akta tersebut. 

Sebab atau dasar dalam suatu akta harus jelas 

disebutkan. Hal ini perlu kita ingat kembali dalam teori 

hukum perjanjian, salah satu syarat supaya sah suatu 

perjanjian ialah adanya sebab/dasar agar perjanjian itu halal 

(tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan). 

Singkatnya, dalam suatu perjanjian harus disebutkan dasar 
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yang menunjukkan identitas barang, dasar pemilikannya, 

kemudian disusul dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

Mengenai syarat-syarat dalam suatu akta perjanjian 

dapat dibagi atas 3 (tiga) syarat, yaitu: 

1. Syarat Esensialia 

2. Syarat Naturalia 

3. Syarat Aksidentalia 

Syarat Esensialia adalah syarat yang harus ada dalam 

perjanjian. Kalau syarat ini tidak ada, maka perjanjian 

tersebut cacat (tidak sempurna). Artinya tidak mengikuti 

para pihak. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa, 

syarat esensialnya adalah syarat tentang barang dn harga 

sewa. Kalau dalam akta tidak dirumuskan barangnya, artinya 

tidak ada yang disewakan, maka tidak ada perjanjian sewa 

menyewa. Demikian pula jika dirumuskan barangnya tetapi 

tidak ada harga sewa, maka tetap tidak ada perjanjian sewa 

menyewa. 

Mengenai syarat Naturalia adalah syarat yang biasa 

dicantumkan dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak ada, 

maka perjanjian tidak akan cacat tapi tetap sah. Syarat 

naturalia mengenai suatu perjanjian terdapat peraturan 

perundang-undangan dan kebiasaan. Oleh sebab itu kalau 

para pihak tidak mengatur syarat naturalia dalam perjanjian, 
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maka yang berlaku ialah yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan atau kebiasaan. Tanpa ada syarat 

naturalia dalam perjanjian, perjanjian itu tetap sah dan tidak 

bercacat. 

Sedangkan mengenai syarat Aksidentalia adalah 

merupakan syarat-syarat yang bersifat khusus. Syarat 

aksidentalia ini biasanya tidak mutlak dan tidak biasa, tetapi 

apabila para pihak menganggap bagian tersebut perlu dimuat 

dalam akta biasa dicantumkan dalam akta. 

Selanjutnya penutup akta di bawah tangan akan 

dimulai dengan kalimat: “Demikianlah akta ini 

dibuat……dan seterusnya”, sedangkan akta notaris dimulai 

dengan kalimat: “Demikianlah akta ini dibuat dalam 

minuta…. dan seterusnya”. 

Yang terakhir yang harus ada dalam suatu akta 

adalah adanya tanda tangan dari para pihak beserta saksi-

saksinya. Dengan membubuhkan tanda tangan berarti para 

pihak telah menyatujui atau mengikatkan dirinya dalam 

kontrak dan akan melaksanakan kontrak yang telah dibuat. 

 

3.4. Penyelesaian Sengketa Kontrak 

Hampir setiap hari kita mendengar adanya kegiatan 

bisnis dan melakukan transaksi yang dilakukan di dalam 
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suatu Negara maupun yang dilakukan antar Negara. 

Kegiatan bisnis ini tentunya diharapkan akan mendatangkan 

keuntungan para pihak sesuai dengan asas kesepakatan. 

Dalam hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para 

pihak tentunya akan mengikat sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 KUHP 

Perdata). 

Namun demikian apa yang telah mereka sepakati itu 

kerap kali menimbulkan sengketa yang tentunya akan 

mendatangkan kerugian salah satu pihak. Untuk 

menegakkan hak-hak para pihak tersebut, maka dua jalan 

yang dapat ditempuh, yaitu melalui jalur pengadilan atau 

melalui jalur musyawarah. Tetapi ilmu hukum mempunyai 

alternatif lain yaitu melalui suatu lembaga yang dinamakan 

Arbitrase (=Perwasitan). 

Bila kita melakukan suatu bisnis dengan melakukan 

suatu transaksi dengan pihak lain atau dalam suatu kontrak 

yang telah ditandatangani bersama, maka dalam kontrak 

yang telah ditandatangani bersama itu biasanya selalu ada 

disebutkan dalam suatu pasal tersendiri yang menyatakan 

bagaimana melakukan suatu penyelesaian atas suatu 

perselisihan atau sengketa yang timbul. 
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3.4.1. Jalur Pengadilan 

Dalam dunia bisnis, hubungan yang terjadi di antara 

para pihak termasuk dalam ikatan hubungan perdata. Oleh 

karena itu apabila terjadi sengketa dari sebuah kontrak 

(breach of contract), akan diselesaikan secara perdata. 

Penyelesaian kasus ini tentunya harus didahului dengan 

adanya suatu gugatan ke pengdilan di wilayah hukum 

tergugat berat. 

Proses pengadilan ini pada umumnya akan 

diselesaikan melalui usaha perdamaian oleh hakim 

Pengadilan Perdata. Perdamaian bisa dilakukan diluar 

pengadilan. Kalau hal ini bisa dicapai, maka akibatnya 

gugatan akan dicabut  oleh penggugat dengan atau tanpa 

persetujuan tergugat. Tetapi perdamaian pun dapat 

diselesaikan dimuka pengadilan. Kemungkinan ini diadakan 

atas anjuran hakim. Kalau damai akan dibuatkan akta 

perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama 

dengan suatu vonis hakim. 

Apabila jalan perdamaian tidak dapat diselesaikan 

oleh para pihak, proses penyelesaian selanjutnya biasanya 

akan memakan waktu yang panjang. Sebab tiga tingkatan 

proses pengadilan minimal akan dijalani untuk sampai pada 

proses final, yaitu mulai dari gugatan ke Pengadilan Negeri, 
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proses banding ke Pengadilan Tinggi dan terakhir proses 

kasasi ke Mahkamah Agung. Kondisi demikian saat ini 

masih sering terjadi di indonensia. Artinya proses 

pengadilan yang diharapkan menurut undang-undang 

dilaksanakan secara sederhana, ringan dan cepat, belum 

dapat terwujud.  

3.4.2. Jalur Arbitase 

Alternatif lain yang biasanya dan sering dilakukan 

oleh kalangan pengusaha untuk menyelesaikan sengketa 

yang terjadi saat ini adalah melalui lembaga arbitrase. Sebab 

penyelesaian melalui lembaga arbitrase ini melalui 

karakteristik sendiri yang bagi dunia usaha sangat 

dibutuhkan keberadaannya. Tetapi banyak pula kaum 

usahawan sendiri untuk menyelesaikan kemungkinan 

sengketa yang timbul. 

Dengan kata lain, Arbitrase adalah proses 

penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim 

atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa 

mereka akan tunda kepada atau mentaati keputusan yang 

diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau mereka 

tunjuk. 

Dari definisi di atas jelas bahwa dasar hukum 

arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar 
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apabila ada orang atau pihak yang terlibat dalam suatu 

sengketa mengadakan persetujuan dan mereka menunjuk 

seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk 

memukakan sengketa. Mereka pun berjanji untuk tunduk 

kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga 

tersebut. 

Apabila salah satu pihak kemudian enggan 

memeberikan bantuannya untuk pengambilan keputusan 

atau tidak mentaati keputusan yang telah diambil oleh orang 

yang mereka berikan wewenang untuk sengketa tersebut, 

pihak itu dianggap melakukan breach of contract atau 

melanggar perjanjian. 

Adapun landasan hukum mengapa kita boleh 

menggunakan lembaga arbitrase, dapat dilihat dari pasal 615 

s.d pasal 651 RV (reglement op de rechtsvordering = 

peraturan Hukum Acara Perdata) dan dalam memori 

penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 

1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. 

Pasal 615 RV menyebutkan bahwa diperkenalkan 

kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa yang 

mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk 

melepaskannya, untuk menyerahkan putusan sengketa 

tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit. 
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Sedangkan memori penjelasan Pasal 3 Ayat 1 UU No. 14 

Tahun 1970 menyebutkan bahwa, “Penyelesaian perkara di 

luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit 

(arbitrase) tetap diperbolehkan”. 

Dengan menggunakan lembaga arbitrase dalam 

penyelesaian suatu sengketa, minimal ada 3 (tiga) 

keuntungan yang dapat diperoleh yaitu: 

1) Waktu yang cepat 

Bagi dunia bisnis, waktu untuk menyelesaiakan sutau 

masalah atau sengketa merupakan sesuatu yang sangat 

berharga. Sedngkan jalan melalui pengadilan perdata 

merupakan jalan yang sangat panjang. Putusan dari  

pengadilan negeri belum merupakan kekuatan hukum 

yang mengikat, sebab masih ada  tingkatan banding ke 

Pengadilan Tinggi serta kasasi bagi mereka merasa belum 

puas atas putusan tingkat Pengadilan Negeri. 

Proses ini tentunya akan memakan waktu yang 

lama sekali. Belum lagi adanya tunggakan perkara, yang 

menyebabkan semakin lamanya proses penyelesaian 

perkara dipengadilan. Oleh karena itu alternatif lembaga 

arbitrase merupakan suatu sarana bagi dunia bisnis.    

2) Adanya orang-orang yang ahli 
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Dengan lembaga arbitrase, para pihak dapat 

menunjuk ahli-ahli (expert) yang serba mengetahui 

tentang masalah yang menjadi sengketa. Demikian 

putusan yang akan diambilnya akan didukung oleh 

pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal yang 

dipersengketakan. Dalam arbitrase, selain ahli-ahli 

hukum, juga selalu terdapat ahli lain dalam berbagai 

bidang; misalanya ahli perbankan asuransi, pemborong, 

perkapalan, perburuhan dan lain-lain. 

3) Rahasia para pihak terjamin 

Bahwa pemeriksaan maupun pemutusan sengketa 

oleh suatu majlis arbitrase selalu dilakukan dengan pintu 

tertutup, sehingga rahasia para pihak yang bersengketa 

akan tersimpan baik-baik dan tidak akan diketahui umum. 

Bila suatu perusahaan di ketahui oleh masyarakat bahwa 

perusahaan tersebut mempunyai banyak hutang dan 

dituntut dimuka pengadilan, akan merugikan nama baik 

perusahaan tersebut. Selain itu, berlainan dengan putusan 

badan pengadilan, putusan arbitrase tidak pernah 

dipublikasikan dalam majalah. 
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3.4.3. BANI dan Konvensi Internasional 

Pada mulanya BANI (Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia) didirikan atas perkara dari dari para pengusaha 

(KADIN), yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian 

yang adil dan cepat dalam sengketa perdata mengenai soal 

perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat 

nasional maupun internasional. Karena seperti kita ketahui 

adanya sengketa antara para pengusaha biasanya berkisar 

para perbedaan penafsiran atau pelaksanaan suatu perjanjian 

dagang, sehingga adanya peradilan perwasitan menjadi 

mutlak. 

Selain berwenang untuk menyelesaikan sengketa-

sengketa perdata, BANI (Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia) juga berwenang untuk memberikan suatu 

pendapat yang mengikat (binding opinion) tanpa adanya 

suatu sengketa, kalau diminta oleh para pihak dalam 

perjanjian. 

Misalnya dalam suatu perjanjian dagang yang telah 

dibuat oleh para pihak, ternyata kemudian dibelakang hanya 

terdapat hal-hal yanag kurang jelas, beberapa ketentuan yang 

tadinya tidak nampak sehingga perjanjian, perlu disesuaikan 

dengan keadaan yang sudah berubah itu, dan para pihak 

tidak mampu menyelesaikan hal-hal tersebut, mereka dapat 
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mempergunakan jasa BANI (Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia). Putusan BANI (Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia) demikian merupakan suatu pendapat yang 

mengikat yang wajib ditaati oleh para pihak. 

Mengenai hal klausa arbitrase, umumnya BANI 

(Badan Arbitrase Nasional Indonesia) menyerahkan kepada 

pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI (Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia) agar mencantumkan dalam 

perjanjian mereka, klausa standar sebagai berikut: “semua 

sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan 

dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan 

prusedur BANI oleh arbiter yang ditunjuk menurut 

peraturan tersebut”. Yang dalam bahasa inggris sering 

dinyatakan sebagai berikut: “All disputes arising from this 

contract shall be finally settled under the rules of arbitration 

of the BANI by arbitration appointed in accordance with the 

sach rules”. 

Jika dalam klausa peranian yang telah dibuat 

ditentukan akan diselesaikan oleh arbitrase menurut 

peraturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), 

maka aturannya adalah sebagai berikut: 

1) Pendaftaran ke BANI (Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia). 
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2) Pemeriksaan sengketa menurut ketentuan BANI (Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia). 

3) Penyerahan jawaban termohon kepada pemohon dan 

memerintahkan kedua belah pihak menghadap di siding 

arbitrase. 

4) Bila kedua belah pihak datang, majelis mengusahakan 

perdamaian. 

Lebih ditegaskan lagi bahwa putusan arbitrase asing 

dapat dilaksanakan di Indonesia, bila memenuhi syarat 

seperti disebutkan dalam pasal 3 Permen 1 tahun 1990, 

yaitu: 

1. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun 

arbiter perorangan di suatu Negara yang dengan Negara 

Indonesia ataupun bersama-sama dengan Negara yang 

dengan Negara yang dengan Negara Indonesia terikat 

dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan 

serta pelaksanaan Putusan arbitrase asing. 

Pelaksanaannya sendiri didasarkan atas asas timbal balik 

(resiprositas); 

2. Putusan tersebut terbatas pada ketentuan hukum 

Indonesia yang termasuk dalam ruang lingkup hukum 

dagang. 
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3. Putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum. 

4. Putusan tersebut dapat dilaksanakan setelah 

memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung. 

 

3.4.4. Konvensi Internasional Mengenai Arbitrase 

Berkaitan dengan masalah putusan arbitrase asing 

seperti telah dikemukakan diatas, perlu kita ketahui bahwa 

pada bulan Juni 1958, PBB telah mengadakan komperensi 

tentang Arbitrase Perdagangan Internasional di New York 

dan telah ditandatangani sebuah konvensi mengenai 

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-putusan Arbitrase 

Asing (Conventional on the Recognation and Enforcement 

of Foreign Arbitral Awards) yang terkenal sebagai The 1958 

New York Conventional. Konvensi ini telah disetujui oleh 

Pemerintah Indonesia dan disahkan dengan Kepres RI No. 

34 Tahun 1981. 

Kemudian pada tahun 1968 telah ditandatangani pula 

suatu konvensi yang disebut “Convention on the Settlement 

Invesment Disputes between States and National of Other 

States”, (konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara 

negara dengan warga negara asing mengenai penanaman 

modal). Konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah dan 
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telah dikukuhkan dengan UU No. 5 Tahun 1968. Pasal 3 

 Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 dimaksud 

memberikan suatu peraturan untuk pelaksanaan putusan 

arbitrase, yang antara lain menentukan bahwa pelaksanaan 

putusan arbitrase memerlukan izin tertulis dari Mahkamah 

Agung untuk melaksanakan putusan tersebut. 

Kemudian pada tahun 1976 PBB telah menerima 

sebuah resolusi untuk mempergunakan “uncitral arbitration 

rules”, yaitu peraturan perwasitan yang bertujuan untuk 

memberi peraturan mengenai perwasitan yang dapat 

diterima oleh segala pihak dalam melakukan perwasitan 

antara warga-warga negara yang sistem hukum dan 

sosialnya tidak sama. Pemerintah RI sudah menandatangani 

resolusi tersebut. 

Dengan adanya Lembaga Arbitrase, maka putusan 

yang ditetapkannya tidak tidak boleh lagi dimajukan ke 

pengadilan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata perihal 

kesepakatan para pihak dan konvensi New York 1958 

tentang Pelaksanaan dan Pengakuan Putusan Arbitrase Luar 

Negeri.     
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BAB IV 

HUBUNGAN-HUBUNGAN BISNIS 

 

4.1.  Keagenan dan Distributor 

Latar belakang terjadinya hubungan bisnis keagenan 

ini disebabkan oleh adanya pihak luar negeri yang tidak 

diperbolehkan untuk menjual barangnya (produksinya) 

secara langsung, baik ekspor/impor ke Indonesia. Untuk itu 

pihak asing yang biasa disebut dengan prinsipal harus 

menunjuk agen-agennya atau perwakilannya di Indonesia 

untuk memasarkan produknya.  

Hubungan bisnis dengan nama keagenan dan dengan 

nama distributor adalah berbeda. Namun dalam praktek 

bisnis sehari-hari keduanya biasa digabungkan. Bila 

seseorang/badan bertindak sebagai agen, berarti ia berindak 

untuk dan atas nama prinsipal. Sedangkan bila 

seseorang/badan bertindak sebagai distributor, berati ia 

bertindak untu dan atas nama dirinya sendiri. 

Dalam kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan 

sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang atau pihak 

agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama 

orang/pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis 

dengan pihak lain. Jadi kriteria utama untuk dapat dikatakan 
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adanya suatu keagenan adalah adanya wewenang yang 

dipunyai oleh agen tadi yang bertindak untuk dan atas nama 

prinsipal.  

Sedangkan seorang distributor tidak bertindak untuk 

dan atas nama pihak yang menunjuknya sebagai distributor 

(biasaya supplier, atau manufacture). Seorang distributor 

bertindak untuk dan atas nama sendiri.  

Dalam perjanjian bisnis yang diadakan antara 

agen/distributor dengan prinsipalnya, biasanya dilakukan 

dengan membuat suatu kontrak tertulis yang isinya 

ditentukan untuk para pihak sesuai dengan kepentingan para 

pihak tersebut, asal saja tidak bertentangan dengan hukum 

dan kesusilaan sesuai Pasal 1388 KUHPerdata.  

Dalam praktek perjanjian yang diadakan antara para 

pihak ternyata terdapat 3 kemungkinan variasi yang terjadi, 

yaitu : 

1. Dinyatakan bahwa masing-masing pihak baik prinsipal 

maupun agen tidak berhak untuk mengalihkan sebagian 

atas seluruh hak dan kewajibannya, tanpa adanya 

persetujuan dari pihak lain. 

2.  Prinsipal boleh mengalihkan apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya kepada pihak ketiga, tetapi agen tidak.  
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3. Prinsipal boleh mengalihkan apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya kepada pihak ketiga, akan tetapi agen 

hanya diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan 

kewajibannya apabila diperoleh persetujuan untuk itu dari 

pihak prinsipal. 

Dalam perjanjian juga para pihak biasanya akan 

merumuskan secara jelas peristiwa apa-apa saja yang 

menjadi perselisihan (events of defaults) yang memberikan 

dasar bagi masing-masing pihak untuk memutus perjanjian 

keagenan/distributor di antara mereka. Biasanya yang 

dikategorikan sebagai events of defaults antara lain adalah : 

1. Apabila agen distributor lalai melaksanakan 

kewajibannya, sebagaimana tercantum dalam perjanjian 

keagenan/distributor termasuk kewajiban melakukan 

pembayaran. 

2. Apabila agen/distributor melaksanakan apa yang 

sebenarnya tidak boleh dilakukan. 

3. Apabila para pihak jatuh pailit. 

4. Keadaan-keadaan lain yang menyebabkan para pihak 

tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-

kewajibannya.  
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4.2. Franchise 

Kata franchise sebenarnya berasal dari bahasa 

Perancis yang berarti bebas, atau lebih lengkap lagi bebas 

dari perhambaan (free form servitude). Dalam bidang bisnis 

franchise berarti kebebasan yang diperoleh seorang 

wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di 

wilayah tertentu. 

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2007 tentang Waralaba/Franchise (sebagai pengganti 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang 

Waralaba). Yang dimaksud dengan Waralaba/franchise 

adalah: “hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan 

atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas 

usaha dalalm rangka memasarkan barang dan/atau jasa 

yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan 

dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian 

waralaba.”(Pasal 1 angka 1 PP No. 42 tahun 2007) 

Dengan kata lain Waralaba/Franchise dapat 

didefinisikan sebagai suatu sistem pemasaran atau distribusi 

barang dan jasa, dimana sebuah perusahaan induk 

(franchisor) memberikan kepada individu atau perusahaan 

lain yang berskala kecil dan menengah (franchisee), hak-hak 

istimewa (menggunakan merk dan nama barang) untuk 
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melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang 

sudah ditentukan, selama waktu tertentu, di suatu tempat 

tertentu. 

 

4.2.1. Karakteristik Dasar Franchise/Waralaba 

a. Harus ada suatu perjanjian (kontrak) tertulis, yang 

mewakili kepentingan yang seimbang antara 

franchisor dengan franchisee. Isi kontrak pada 

dasarnya dapat dinegosiasi. Isi kontrak hendaknya 

didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. 

b. Franchisor harus memberikan pelatihan dalan segala 

aspek bisnis yang akan simasukinya. Juga memelihara 

kelangsungan usaha franchise dengan memberikan 

dukungan dalam berbagai aspek bisnis (misalnya 

periklanan, supervisi, dan sebagainya) 

c. Franchise diperbolehkkan (dalam kendali franchisor) 

beroperasi dengan menggunakan nama/merk dagang, 

format dan atau prosedur, dan segala nama (reputasi) 

baik yang dimiliki franchisor. 

d. Franchise harus mengadakan nvestasi yang berasal 

dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan 

sumber dana lain (misalnya kredit perbankan). Pada 

outlet (tempat penjualan) yang dikelola frenchise, 
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tidak ada investasi langsung dari franchisor. Yang 

lazim adalah pengadaan peralatan dengan fasilitas 

leasing atau barang dagangan secara cicilan oleh 

franchisor, atau pengadaan gedung oleh franchisor 

yang disewakan ke dalam unit usaha yang dikelola 

franchise. 

e. Franchise berhak secara penuh mengelola bisnisnya 

sendiri. 

f. Franchise membayar fee atau royalti kepada franchisor 

atas hak yang didapatkan dan atas bantuan yang terus-

menerus diberikan oleh franchisor. Royalti umumnya 

hanya dikenakanoleh franchisor tertentu yang sudah 

memiliki merk dagang yang terkenal. Sedangkan fee 

merupakan bentuk beban (charge) yang umum 

dikenakan oleh franchisor. 

g. Franchise berhak memperoleh daerah pemasaran 

tertentu dimana ia adalah satu-satunya pihak yang 

berhak memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan. 

h. Transaksi yang terjadi antara franchisor dengan 

franchise bukan merupakan transaksi yang terjadi 

antara cabang dari perusahaan induk yang sama, atau 

antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.  
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4.2.2. Perjanjian Waralaba/Franchise 

Perjanjian waralaba/franchise sedapat mungkin 

harus dibuat dalam bahasa Indonesia, namun jika dibuat 

dalam bahasa asing, maka harus ada terjemahannya 

dalam bahasa Indonesia. Perjanjian waralaba/franchise 

paling sedikit harus memuat : 

a. Nama dan alamat para pihak. 

b. Jenis hak kekayaan intelektual. 

c. Kegiatan usaha. 

d. Hak dan kewajiban para pihak. 

e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, 

dan pemasaran yang diberikan oleh franchisor 

kepada franchisee. 

f. Wilayah usaha. 

g. Jangka waktu perjanjian. 

h. Tata cara pembayaran fee atau royalti. 

i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak asli 

waris. 

j. Penyelesaian sengketa. 

k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan 

perjanjian.  

(Pasal 6 PP No. 42 Tahun 2007) 
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4.2.3. Kewajiban Para Pihak yang Terkait dalam 

Waralaba/Franchise 

Antara franchisor dan franchise dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 ditentukan kewajibannya 

sebagai berikut : 

a. Kewajiban Franchisor 

1) Memberikan segala informasi yang berkaitan dengan 

hak kekayaan intelektual yang diwaralabakan. 

2) Memberikan bantuan pembinaan berkesinambungan 

kepada franchise yang berupa bimbingan, pelatihan 

guna menjalankan usaha yang diwaralabakan. 

Pembinaan ini dapat menyangkut operasional 

manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan 

usaha.  

3) Harus mengutamakan penggunaan barang dan/atau 

jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi 

standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan 

dalam perjanjian waralaba. 

4) Harus bekerja sama dengan pengusaha kecil yang 

menengah di daerah setempat sebagai franchisor atau 

pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi 
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ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam 

perjanjian waralaba. 

5) Franchisor juga berkewajiban untuk mendaftarkan 

prospektur yang dibuat tertulis. Kewajiban ini dapat 

dilakukan oleh pihak lain dengan Surat Kuasa. 

b. Kewajiban Franchise 

1) Melaksanakan seluruh intruksi franchisor. 

2) Melakukan pendaftaran perjanjian waralaba. 

3) Tidak melakukan kegiatan usaha yang bermaksud 

untuk menyaingi yang diwaralabakan. 

4) Memberi royalti kepada franchisor. 

c. Kewajiban Pemerintah  

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan perjanjian waralaba. Pembinaan 

tersebut antara lain berupa : 

1) Pendidikan dan pelatihan waralaba. 

2) Rekomendasi untuk memanfaatkan sarana prasarana. 

3) Rekomendasi untuk mengikuti pameran waralaba baik 

dalam negeri maupun luar negeri. 

4) Bantuan konsultasi melalui klinik bisnis. 

5) Penghargaan kepada franchisor lokal terbaik, dan/atau 

6) Bantuan perkuatan permodalan. 
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\4.2.4. Pendaftaran Perjanjian Waralaba/Franchise 

Perjanjian waralaba/franchise beserta keterangan 

tertulis (prospectus) wajib didaftarkan oleh Franchisor dan 

Franchise. Pendaftaran perlu dilakukan dalam rangka 

pembinaan usaha dengan cara waralaba. 

Permohonan pendaftaran perjanjian waralaba 

diajukan ke departemen yang bertanggungjawab di bidang 

perdagangan dengan melampirkan : 

a. Fotocopi legalitas usaha, 

b. Fotokopi surat perjajian waralaba, 

c. Fotocopi prospektus penawaran waralaba, 

d. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengurus 

perusahaan. 

Menteri yang bertanggungjawab di bidang 

perdagangan segera menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran 

atas permohonan pendaftaran perjanjian waralaba. Surat 

Tanda Pendaftaran ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, 

dan dapat diperpanjang untuk jangka wangku 5 tahun lagi. 

Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang 

perdagangan, gubernur dan bupati/walikota, sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing dapat memberikan sanksi 
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admnistratif kepada Franchisor dan Franchise yang tidak 

melakukan kewajiban yang berkenaan dengan : (1) 

Kewajiban Franchisor untuk melakukan pembinaan kepada 

Franchise, (2) Kewajiban Franchisor untuk mendaftarkan 

prospektus penawaran waralaba, (3) Kewajiban Franchisor 

untuk mendaftarkan perjanjian waralaba. 

Sanksi administratif tersebut dapat berupa : 

a. Peringatan tertulis, dapat diberikan paling banyak 3 kali 

dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal 

penerbitan surat peringatan sebelumnya. 

b. Denda, paling banyak 100 juta rupiah, yang dapat 

dikenakan kepa Franchisor yang telah mendapat 

peringatan tertulis sebanyak 3 kali. 

c. Pencabutan Surat tanda Pendaftaran. 

 

4.2.5. Keuntungan dan Kerugian Franchise 

Keuntungan dari bisnis Franchise dapat dikemukakan 

sebagai berikut : 

a. Diberikannya latihan dan pengarahan yang diberikan 

oleh franchisor. Latihan awal ini diikuti oleh 

pengawasan yang berlanjut. 

b. Diberikannya bantuan finansial dari franchisor. Biaya 

permulaan tinggi, dan sumber modal dari pengusaha 
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sering terbatas. Bila prospek usaha dianggap suatu 

resiko baik, franchisor sering memberikan dukungan 

finansial kepada franchise. 

c. Diberikannya penggunaan nama perdagangan, produk 

atau merk yang telah dikenal. 

Sedangkan kerugian dalam bisnis franchise antara lain 

sebagai berikut : 

a. Adanya program latihan yang dijanjikan oleh franchisor 

kadangkala jauh dari apa yang diinginkan oleh 

franchise. 

b. Perincian setiap hari tentang penyelenggaraan 

perusahaan sering diabaikan. 

c. Hanya sedikit sekali kebebasan yang diberikan kepada 

franchise untuk menjalankan akal budi mereka sendiri. 

Mereka mendapatkan diri mereka terikat pada suatu 

kontrak yang melarang untuk membeli baik peralatan 

maupun perbekalan dari tempat lain. 

d. Pada bisnis frenchase jarang mempunyai hak untuk 

menjual perusahaan kepada pihak ketiga tanpa terlebih 

dahulu menawarkannya kepada franchisor dengan harga 

yang sama. 
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4.3. Joint Venture 

4.3.1. Pengertian Joint Venture 

Joint venture secara umum dapat diartikan sebagai 

suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk 

melakukan kerja sama dalam suatu kegiatan atau bidang 

usaha tertentu. 

Persetujuan yang dimaksudkan di sini adalah 

kesepakatan yang didasari atas suatu perjanjian yang harus 

tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri. 

2. Para pihak cakap untuk melakukan suatu perbuatan 

hukum. 

3. Perbuatan hukum tersebut harus mengenai suatu hal yang 

tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan 

ketertiban umum. 

Sementara itu, kegiatan maksudnya adalah kegiatan 

dalam bidang bisnis, baik itu menyangkut : 

1. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (commerce), 

yaitu keseluruhan kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh 

orang-orang atau badan usaha baik dalam maupun luar 

negeri. 
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2. Usaha dalam arrti kegiatan industri, yaitu kegiatan 

memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang 

nilainya lebih berguna dari asalanya. 

3. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa 

(service), yaitu kegiatan yang melaksanakan atau 

menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh 

perorangan maupun suatu badan.  

Dari pengertian di atas jika dilihat dari subjeknya, 

joint venture dapat dibagi menjadi dua kerja sama, yaitu : 

1. Antara orang atau badan hukum Republik Indonesia 

dengan orang atau badan hukum Republik Indonesia. 

2. Antara orang atau badan hukum Republik Indonesia 

dengan orang atau badan hukum asing/lembaga 

Internasional. 

 

4.3.2. Isi Perjanjian Joint Venture  

Dalam berbagai literatur ada beberapa unsur pokok 

yang harus tercantum dalam perjanjian joint venture. Unsur-

unsur tersebut dapat dikemukakan secara ringkas sebagai 

berikut : 

a. Uraian tentang para pihak.  

b. Dasar pertimbangan dan tujuan Joint Venture. 

c. Jangka waktu. 
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d. Pembiayaan. 

e. Ketentuan-ketentuan jika terjadi perselisihan. 

 

4.3.3. Keuntungan Joint Venture  Bagi Investor 

Domestik Maupun Asing 

Jika dilihat dari kepentingan modal domestik, joint 

venture akan memberikan keuntungan karena (Amirizal 

1996: 95-97): 

a. Mitra lokal mendapat bantuan pendanaan dengan 

memanfaatkan modal asing. 

b. Mitra lokal dapat memanfaatkan kemampuan manajemen 

asing yang kaya pengalaman. 

c. Mitra lokal dapat memanfaatkan dan menembus pasar di 

luar negeri yang dikuasai partner asing. 

d. Mitra lokal dapat menerima transfer teknologi asing. 

e. Mitra lokal dapat meningkatkan kemampuan karyawan 

domestik dengan training (ketrampilan), yang diberikan 

pihak asing. 

Bagi penanam modal (investor) asing keuntungan-

keuntungan yang dapat diperolehnya antara lain : 

a. Mendapat akses ke sumber-sumber lokal. 

b. Memperoleh pengalaman dan kiat-kiat mitra lokal dalam 

operasinya di dalam negeri. 
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c. Dapat memperoleh akses ke pasar domestik yang 

mungkin dimiliki oleh mitra lokal. 

d. Dapat memperoleh pengurangan resiko usaha dengan 

pembagian beban resiko. 

e. Mendapat kemudahan dan perlakuan sama, yakni melalui 

tindakan kebijaksanaan-kebijaksanaan deregulasi bagi 

kerja sama penanaman modal asing dan penanaman 

modal dalam negeri yang saling memberi keuntungan. 

Selain yang dikemukakan di atas, Emmy 

Pangaribuan Simanjuntak (1994: 26-27) menulis ada 

beberapa keuntungan joint venture yaitu sebagai berikut : 

a. Pembatasan Resiko. 

b. Pembiayaan. 

c. Menghemat Tenaga. 

d. Rentabilitas.  

e. Kemungkinan Optimasi Know-how 

f. Kemungkinan Pembatasan Kongkurensi. 

 

4.3.4. Kerugian Bagi Investor Domestik Maupun Asing 

Kerugian yang dapat dari suatu joint venture bagi 

pihak dalam negeri adalah sebagai berikut : 
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a. Manajemen tidak dapat dikuasa sepenuhnya oleh pihak 

domestik, melainkan harus dibagi dengan pihak asing 

yang lebih mempunyai kemampuan. 

b. Jika joint venture dilaksanakan oleh suatu perusahaan 

multinasional, strategi dan pasar akan ditentukan 

menurut cara-cara yang berlaku dalam perusahaan 

multinasional tersebut. 

c. Training dan manajemen belum tentu diberikan dalam 

batas-batas kemampuan yang memadai untuk standar 

asing. 

d. Transfer teknologi dari partner asing mungkin dilakukan 

dalam ukuran yang kurang optimal. Selain itu, hasil dari 

penelitian dan pengembangan tidak akan seluruhnya 

diberikan kepada joint venture. 

Kemungkinan transfer nilai harga dengan perusahaan 

induk dalam dimensi lebih besar dapat dilaksanakan dan 

yang bisa menimbulkan kerugian bagi mitra lokal. 

Sementara itu, bagi investor asing, kerugian itu dapat terjadi 

dalam wujud dan keadaan berikut ini : 

a. Manajemen tidak seluruhnya berada di tangannya, 

melainkan harus dibagi dengan pihak domestik, walaupun 

melalui suatu perjanjian tersendiri. 
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b. Teknologi harus terbuka bagi mitra lokal, walaupun 

masih ada yang disembunyikan dan yang tertutup. 

c. Strategi pemasaran dari barang-barang produksi mungkin 

tidak sepenuhnya dapat dikuasai karena tidak seluruhnya 

dapat disebarkan atau di pasarkan.  

 

4.4. Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer = 

=BOT) 

Lembaga BOT (Build Operate and Transfer) 

sebagai bentuk hubungan bisnis yang terahir ini tampaknya 

masih jarang dikenal oleh masyarakat luas. Namun dalam 

praktek bisnis sehari-hari bentuk lembaga BOT(Build 

Operate and Transfer) sudah mulai berjalan dan menjadi 

perhatian yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh. 

Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995, disebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan Bangun Guna Serah adalah suatu 

bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara 

pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan 

bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada 

investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian 

bangun guna serah (BOT), dan mengalihkan kepemilikan 
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bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah 

masa bangun guna serah berakhir. 

Hubungan bisnis bangun guna serah ini akan 

membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Di satu pihak 

si pemilik tanah tidak mempunyai modal untuk membangun 

di atas tanah tersebut. Sedangkan si pemilik modal (investor) 

mempunyai dana, namun tidak memiliki tanah untuk 

membangun. Dengan demikian lembaga ini membawa 

kepentingan yang sama-sama baik bagi kedua belah pihak. 

Hal ini tentu saja harus jelas disebutkan klausula-klausula 

perjanjian bangun guna serah yang akan mereka buat. Dan 

perjanjian yang akan dibuat si pemilik tanah maupun si 

investor tentunya akan berpedoman pada ketentuan hukum 

yang berlaku seperti KUHPerdata serta adanya itikad baik 

untuk melaksanakannya.  

Bila dilihat dari sudut perpajakannya, ternyata 

hubungan bisnis bangun guna serah telah diatur secara jelas 

dalam SK Menteri di atas. Misalnya dapat disebutkan bahwa 

biaya mendirikan bangunan di atas tanah yang dikeluarkan 

oleh investor merupakan nilai perolehan investor untuk 

mendapatkan hak menggunakan atau hak mengusahakan 

bangunan tersebut, dan jumlah biaya yang dikeluarkan 

tersebut oleh investor diamortisasi (disusutkan) dalam 
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jumlah yang sama besar setiap tahunnya selama masih masa 

perjanjian bangun guna serah. 

Dan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 

1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 

1994 tentang Pajak Penghasilan maka bangunan yang 

diserahkan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah 

setelah masa perjanjian berakhir adalah merupakan 

penghasilan bagi pemegang hak atas tanah tersebut. Atas 

penghasilan tersebut maka akan terutang pajak sebesar 5% 

dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai pasar 

dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan yang 

bersangkutan.  
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BAB V 

HAK MILIK INTELEKTUAL 

 

5.1.  Istilah Dan Pengertian Hak Milik Intelektual 

Dahulu secara resmi sebutan Intellectual Property 

Rights (IPR) diterjemahkan dengan Hak atas kekayaan 

intelektual dan di negeri Belanda istilah tersebut diintrodusir 

dengan sebutan Intellectuele Eigendomsrecht. GBHN 1993 

maupun GBHN 1998 menerjemahkan istilah Intellectual 

property rights tersebut dengan hak milik intelektual. 

Namun, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN 1999-2004 

menerjemahkan istilah Intellectual Property Rights ini 

dengan hak atas kekayaan intelektual, yang disingkat dengan 

HaKi. Istilah Intellectual Property Rights ini berasal dari 

kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon. 

Kata milik atau kepemilikan lebih tepat daripada kata 

kekayaan, karena pengertian hak milik memiliki ruang 

lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah 

kekayaan. Menurut sistem hukum perdata kita, hukum harta 

kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum 

perikatan. Intellectual Property Rights merupakan 
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kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik 

sebagaimana diatur dalam bentuk kebendaan. Karena itu, 

lebih tepat jika kita menggunakan Hak atas Kepemilikan 

Intelektual. 

Di samping itu, karya-karya intelektualitas dari 

seseorang atau manusia ini tidak sekedar memiliki arti 

sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan 

kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi 

pencipta atau penemunya maupun orang lain yang 

memerlukan karya-karya intelektualitas tersebut. Dari karya-

karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan 

memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan 

perkembangan ilmu pengetahuannya, seni, sastra, bahkan 

teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf 

kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Demikian 

karya-karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan 

bangsa dan negara Indonesia, sehingga dapat memberikan 

kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia (Usman,Rachmadi, 

2003;1-3). 

 

5.2.  Sejarah Hak Milik Intelektual. 

Secara historis, peraturan perundang-undangan 

dibidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut 
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HAKI) di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah 

kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama 

mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Kemudian 

pemerintah Belanda mengundangkan: 

1. UU Merek Tahun 1885. 

2. UU Paten Tahun 1910. 

3. UU Hak Cipta Tahun 1912. 

Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun1942 

sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan 

dibidang HAKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 

Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan 

kemerdekaanya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan 

peralihan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap 

berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten 

yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. 

Sebagaimana ditetapkan  dalam UU Paten peninggalan 

Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di kantor Paten 

yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun 

pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus 

dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. 

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia mengeluarkan pengumuman yang merupakan 

perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang 
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Paten, yaitu pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S 

5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara 

permintaan Paten dalam negeri, dan pengumuman Menteri 

Kehakiman No. JG 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan 

sementara permintaan paten luar negeri. 

Pada tanggal 11 oktober 1961 Pemerintah 

mengundangkan UU No. 21 tahhun 1961 tentang Merek 

Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU 

Merek Kolonia Belanda. UU No. 21 Tahun 1961 mulai 

berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 

ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang 

tiruan/bajakan. 

Kemudian pada tanggal 12 April 1982 pemerintah 

mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk 

menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. 

Pengesahan UU Hak cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk 

mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan 

hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni, dan sastra serta 

mempercepat pertumbuhan dan kecerdasan kehidupan 

bangsa. 

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern 

sistem HAKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986  

Presiden membentuk sebuah tim khusus di bidang HAKI 
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melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986 (tim ini 

dikelan dengan tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 

adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional dibidang 

HAKI, perancangan perundang-undangan dibidang HAKI 

dan sosialisasi sistem HAKI dikalangan instansi pe,erintah 

terkait, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas. Pada 

tanggal 19 September 1987 Pemerintah mengesahkan UU 

No.7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No.12 Tahun 

1982 tentang Hak Cipta. 

Selanjutnya secara berturut-turut Pemerintah  

mengeluarkan kebijakan yang menyangkut HAKI sebagai 

berikut: 

1. Tahun 1988 berdasarkan keputusan Presiden Republik 

Indonesia No.32 ditetapkan pembentukan Direktorat 

Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek untuk mengambil 

alih fungsi dan tugas Direktorat paten dan Hak Cipta 

yang merupakan salah satu unit di lingkungan Direktorat 

Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen 

Kehakiman. 

2. Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan 

Rakyat menyetujui RUU tentang Paten yang kemudian 

disahkan menjadi UU No.6 Tahun 1989 oleh presiden 
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pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai 

berlaku tanggal 1 Agustus 1991. 

3. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI 

mengesahkan UU No.19 Tahun 1992 tentang Merek, 

yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan 

UU Merek tahun 1961. 

4. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI 

menandatangani Final Act Embodying the Result of the 

Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, 

yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS). 

5. Tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan 

perundang-undangan dibidang HAKI yaitu, UU Hak 

Cipta 1987. UU No.6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan 

UU Merek 1992. 

6. Akhir tahun 2000, disahkan tiga undang-undang baru 

dibidang HAKI yaitu: (1) UU No.30 tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang, UU No.32 tahun 2000 tentang Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

7. Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS 

(Agreement on Trade Releted Aspects of Intellectual 

Property Rights). Pemerintah Indonesia mengesahkan 

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 
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2001 tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU 

yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 

2002, disahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku 

efektif satu tahun sejak di undangannya. 

Selanjutnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual 

yang bersangkutan dengan Merek, Hak Cipta, Paten akan 

diuraikan secara ringkas sebagai berikut. 

  

5.3.   Hak Cipta 

Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak khusus 

bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu 

dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesustraan, 

dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Ketentuan pokok 

tentang hak cipta terdapat dalam suatu Undang-Undang 

khusus tentang Hak Cipta. 

1. Objek Dari Pengaturan Tentang Hak Cipta Adalah 

Ciptaan Dibidang Pengetahuan, Kesenian dan 

Kesustraan, yang Meliputi Hal-Hal Sebagai Berikut: 

1.Buku. 
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2. Program komputer, pamplet, susunan perwajahan 

karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya 

tulis lainnya. 

3. Ceramah, kuliah pidato, dan ciptaan lainnya yang 

diwujudkan dengan cara diucapkan. 

4. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan. 

5. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks 

termasuk karawitan dan rekaman suara. 

6. Tari (koreografi, drama, perpanjangan dan 

pantomim). 

7. Karya pertunjukan. 

8. Karya siaran. 

9. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, 

gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni 

patung, kolase, seni terapan, yang berupa seni 

kerajian tangan. 

10. Arsitektur. 

11. Peta. 

12. Seni batik. 

13. Fotografi. 

14. Sinematografi. 
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15. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya 

lainnya dari hasil pengalihwujudan. 

 

2.Lamanya Berlaku Hak Cipta Adalah Sebagai Berikut: 

1. Masa berlaku seumur hidup pencipta dan terus 

berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal 

dunia atau 50 tahun sejak diumumkan jika pemegang hak 

cipta atas ciptaan sebagai berikut: 

a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulisnya. 

b) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang 

diwujudkan dengan cara diucapkan. 

c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan. 

d) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, 

termasuk karawitan dan rekaman suara. 

e) Tari (koreografi, drama, perwayangan, dan 

pantomim). 

f) Karya pertunjukan. 

g) Karya siaran. 

h) Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, 

gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni 

patung, kolase, seni terapan, yang berupa seni 

kerajian tangan.  
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i) Arsitektur. 

j) Peta. 

k) Seni batik. 

l) Fotografi. 

m) Sinematografi. 

n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya 

lainnya dari hasil pengalihwujudan. 

2. Masa berlaku untuk 50 tahun sejak pertama sekali 

diumumkan. Yaitu atas hasil-hasil ciptaan sebagai 

berikut: 

a) Program komputer. 

b) Sinematografi. 

c) Rekaman suara. 

d) Karya pertunjukan. 

e) Karya siaran. 

3. Masa berlaku untuk  25 tahun, yaitu untuk hak cipta atas 

ciptaan sebagai berikut: 

a) Fotografi. 

b) Saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil 

pengalihwujudan. 

c) Karya seni susunan perwajahan karya tulis yang 

diterbitkan. 
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Perlu diketahui bahwa tidak semua percontohan hak 

cipta orang lain oleh hukum dianggap sebagai pelanggaran 

hak cipta. Terhadap beberapa tindakan tersebut dibawah ini 

tidak dianggap pelanggaran hak cipta, asalkan disebut 

sumbernya menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu terhadap 

tindakan-tindakan sebagai berikut: 

1. Ciptaan orang lain digunakan untuk keperluan 

pendidikan, penulisan kritik, dan tinjauan suatu masalah 

dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang 

wajar bagi pencipta. 

2. Ciptaan orang lain digunakan didalam dan diluar 

pengadilan. 

3. Ciptaan orang lain digunakan untuk ceramah yang 

semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan. 

4. Ciptaan orang lain digunakan untuk pertunjukan atau 

pementasan yang tidak dipungut bayaran asalkan tidak 

merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. 

5. Ciptaan orang lain dibidang ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra diperbanyak dengan huruf Braile guna keperluan 

tunanetra, kecuali terhadap perbanyakan yang bersifat 

komersial. 
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6. Ciptaan orang lain selain program komputer yang 

diperbanyak secara terbatas dengan cara atau alat 

apapaun atau proses yang serupa oleh perpustakaan 

umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan 

pusat dokumentasi yang nonkomensial, semata-mata 

untuk aktivitasnya. 

7. Perubahan yang dilakukan atas arsitektur seperti ciptaan 

bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. 

8. Perbuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh 

pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata 

untuk digunakan sendiri. 

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, 

suatu hak cipta boleh didaftarkan pada instansi yang 

berwenang, tetapi pendaftaran tidak harus dilakukan. 

Artinya adalah bahwa hak cipta yang didaftarkan  dilindungi 

oleh undang-undang dan tidak boleh disalahgunakan oleh 

pihak lain. 

Hanya saja, dengan pendaftarannya/ pencatatannya, 

maka kedudukan pemilik hak cipta semakin kuat dari segi 

hukum dan pembuktiannya. Hal ini berbeda dengan hak 

merek atau hak paten yang mengharuskan pemiliknya 

untukmendaftarkannya agar dapat diakui dan dilindungi 

haknya oleh hokum (Fuady,Munir, 2002;205-212). 
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3. Ancaman Hukuman Secara Pidana Menurut 

Undang-Undang Dapat Dikelompokkan Atas 4 

(Empat) Kelompok, yaitu Sebagai Berikut: 

a) Terhadap mereka yang melakukan perbuatan 

mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan 

atau memberi izin untuk itu, akan dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta 

rupiah). 

b) Apabila dengan sengaja melakukan tindakan berupa 

menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 

menjual kepada umum, ancamannya pidana penjara 5 

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

c) Setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta , 

melanggar kebijakanaan pemerintah dibidang 

pertahanan dan pertahanan dan keamanan negara, 

kesusilaan, serta ketertiban umum, ancamannya 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh 

lima juta rupiah). 

d) Apabila melanggar hak cipta atas potret seseorang, 

ancamannya pidana penjara paling lama 2 (dua) 
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tahun dan/atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- 

(lima belas juta rupiah). 

 

5.4.  Hak Paten. 

Yang dimaksud dengan hak paten adalah suatu hak 

khusus yang eksklusif  yang berupa penemuan baru yang 

dapat diterapkan dalam bidang perindustrian, yang diberikan 

negara kepada para penemunya atas hasil temuannya 

dibidang teknologi selama waktu tertentu, untuk 

melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau 

memberikan persetujuan kepada orang lain untuk 

melaksanakannya. Penemuan disini  adalah suatu kegiatan 

pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang 

dapat dalam wujud suatu: 

a) Proses. 

b) Hasil produksi. 

c) Penyempurnaan dan pengembangan proses. 

d) Penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. 

Perundang-undangan tentang Paten juga 

memperkenalkan adanya apa yang disebut dengan “Hak 

Prioritas”. Yang dimaksud dengan hak prioritas adalah hak 

pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari 

negara yang bergabung dalam Paris Convention for the 
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Protection of Industrial Property, atau Agreement 

Establishing the World Trade Organization untuk 

memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di 

negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan 

yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, 

selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property. 

Paten tidak dapat diberikan terhadap penemuan-

penemuan sebagai berikut: 

1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan 

atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, 

ketertiban umum, atau kesusilaan. 

2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau 

pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau 

hewan. 

3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan 

matematika. 

4. Semua mahluk hidup, kecuali jasad renik. 

5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi 

tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis. 
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Sedangkan mengenai jangka waktunya maka jangka 

waktu paten adalah: 

1. 20 (dua puluh) tahun untuk paten biasa. 

2. 10 (sepuluh) tahun untuk paten sederhana (jangka waktu 

tersebut tidak dapat diperpanjang). 

Pemohonan paten diajukan ke departemen 

pemerintah yang berwenang. Pemerintah dapat menerima 

atau menolak permohonan pendaftaran paten. Apabila 

permohonannya diterima diterbitkan apa yang disebut 

dengan “sertifikat paten” yang dapat berfungsi sebagai bukti 

hak atas paten tersebut. 

Sebaliknya, apabila permohonan paten ditolak, pihak 

permohonan dapat mengajukan penolakan tersebut ke 

tingkat banding, yaitu ke komisi banding ini merupakan 

badan khusus yang independen dan berada dilingkunga 

departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. 

Hak paten dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 

lain dengan jalan sebagai berikut; 

1. Pewarisan  

2. Hibah 

3. Wasiat 

4. Perjanjian tertulis 

5. atau karena sebab lain. 
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Disamping itu, pemilik paten dapat juga memberikan 

lisensi kepada orang lain. Artinya,memberikan izin kepada 

orang lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari patennya 

itu berdasarkan suatu perjanjian (perjanjian lisensi) untuk 

jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu.baik 

peralihan, maupun lisensi terhadap paten ini agar berlaku 

efektif, haruslah dicatat dan diumumkan pada instansi yang 

berwenang. 

Selanjutnya, dalam perundang-undangan yang berlaku 

diperkenalkan pula apa yang disebut dengan ”lisensi wajib”. 

Yang dimaksutkan dengan lisensi wajib terhadap paten 

adalah suatu lisensi yang bersifat non eksklusif yang 

diberikan kepada seseorang oleh pemerintah atas 

permohonannya sendiri. Persyaratan yuridis yang diperlukan 

untuk dapat diberikan kepada lisensi wajib adalah sebagai 

berikut: 

1. Harus diajukan permohonan oleh yang ingin memperoleh 

lisensi wajib. 

2. Harus membayarkan royalti kepada pemegang paten. 

3. Diajukan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh 

enam) bulan sejak tanggal pemberian paten. 

4. jika paten yang bersangkutan atau tidak sepenuhnya 

dilaksanakan di Indonesia atau dilaksanakan dengan cara 
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yang merugikan kepentingan masyarakat di Indonesia 

oleh pemegang paten atau pemegang lisensi paten. 

 

5.5.  Hak Merek. 

Menurut pasal 1 angka 1 UU No.15 Tahun 2001, 

Merek adalah: tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, 

angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur 

tersebut yang mempunyai unsur pembeda yang dapat 

digunakan untuk usaha perdagangan barang atau jasa. 

Dari pengertian di atas UU No.15 Tahun 2001, ada 2 

(dua) hal yang dapat dipetik: 

1. Bentuk-bentuk merek yang dapat dipergunakan oleh 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum adalah: 

a) Berupa gambar/lukisan. Bentuk ini harus bisa 

membedakan dalam wujud gambar atau lukisan 

antara barang yang satu dengan barang yang 

diproduksi oleh perusahaan lain. Contoh, Cat kuda 

terbang. Gambar kuda terbang tersebut misalnya 

harus punya sayap yang menunjukkan kuda tersebut 

terbang sehingga dapat membedakannya dengan cat 

/barang lain yang bermerek kuda. 
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b) Merek perkataan. Misalnya, Rexona, Tancho, 

Bodrex, dan sebagainya. 

c) Huruf atau angka. Misalnya, Sirup ABC, Minyak 

Rambut 4711. 

d) Merek kombinasi. Misalnya, kombinasi nama dengan 

gambar, Jamu Nonya Meneer. 

2. Dari pengertian merek diatas, disebutkan ada beberapa 

jenis merek, yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 

Angka 2, 3, dan 4 dari UU No. 15 Tahun 2001, sebagai 

berikut: 

a) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada 

barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

beberapa orang secara bersama-sama atau badan 

hukum untuk membedakan dengan barang-barang 

sejenis lainnya. 

b) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa 

yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa 

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 

c) Merek kolektif adalah merek yang dipergunakan 

pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama 

yang diperdagangkan oleh seseorang tau beberapa 

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 
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membedakan dengan barang atau jasa sejenis 

lainnya. 

 

1. Syarat dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran 

Merek. 

Berdasarkan ketentuan UU No.15 Tahun 2001 tentang 

merek, syarat dan tatacara permohonan pendaftaran 

merek adalah sebagai berikut: 

a) Permohonan 

Permohonan pendaftaran merek harus diajukan 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, oleh pemohon atau 

kuasa, dengan melampirkan bukti  pembayaran biaya 

pendaftaran Merek. Pemohon dapat dilakukan oleh satu 

orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau 

badan hukum. 

b) Pemeriksaan 

Pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan 

permohonan pendaftaran akan dilakukan oleh Direktur 

Jenderal. Jika ternyata terdapat kekurangan, Direktur 

Jenderal akan meminta untuk melengkapinya dalam 

jangka waktu 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. 

Bila jangka waktu terlampui, dan pihak pemohon tidak 
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melengkapinya maka pengajuan permohonan pendaftaran 

tidak melengkapinya maka pengajuan permohonan 

pendaftaran dianggap ditarik kembali, sedangkan biaya 

yang sudah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. 

Sebaliknya jika prasyaratnya dianggap lengkap maka oleh 

Direktur Jenderal akan diberikan Tanggal Penerimaan 

pada surat permohonan. Jika tanggapan dan keberatan 

Pemohon atau Kuasanya diterima, pengumuman merk 

akan dilakukan, sebaliknya jika tidak diterima, atas 

persetujuan Direktur Jenderal akan ditetapkan Surat 

keputusan tentang penolakan permohonan pendaftaran. 

c) Pengumuman 

Setelah dilakukan pemeriksaan substansif, dan 

Pemeriksa melaporkan bahwa permohonan pendaftaran 

merek tersebut disetujui untuk didaftar, atas persetujuan 

direktur Jenderal permohonan akan segera diumumkan 

dalam Berita Resmi (Asyhadie,Zaeni,2012;215). 

 

2.  Penghapusan dan Pembatalan Merek. 

Merek yang telah terdaftar pada dasarnya dapat 

dihapuskan atas prakarsa Ditjen HAKI atau berdasarkan 

pemohonan pemilik merek, penghapusan ini dilakukan 

jika: 
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1) Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut 

dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal 

pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila 

ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HAKI. 

2) Merek digunakan untuk jenis barang dan jasa yang 

tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian 

merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar 

(Burton Simatupang, Richard, 2003;91). 
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BAB VI 

LEMBAGA-LEMBAGA PEMBIAYAAN 

 

6.1.  Pengertian Lembaga Pembiayaan 

Lembaga pembiayaan, pertama kali disebutkan di 

dalam keputusan presiden nomor 61 tahun 1988 tanggal 20 

desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut melalui 

keputusan menteri keuangan nomor 125/KMK.013/1988 

tangggal 20 desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara 

pelaksanaan lembaga pembiayaan. Menurut pasal 1 ayat 2 

keputusan presiden nomor 61 1988, yang dimaksudkan 

dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan 

dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara 

langsung dari masyarakat. Dari pengertian di atas, paling 

tidak lembaga pembiayaan memuat dua unsur pokok :  

1. Melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan 

barang modal; 

2. Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat 

sehingga sering disebut non-depository financial 

institution. 

Dengan demikian,  satu-satunya persamaan lembaga 

pembiayaan dengan perbankan adalah sama-sama 
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melakukan kegiatan pembiayaan bagi badan usaha lainnya. 

Namun, perbedaannya adalah sebagai berikut.  

1. Lembaga pembiayaan dalam melaksanakan kegiatannya 

tidak memungut dana dari masyarakat, sedangkan dana 

memungut dana dari masyarakat.  

2. Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, 

sedangkan perbankan melakukan kegiatan pembiayaan 

hanya dalam bentuk modal finansial. 

3. Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan pembiayaan 

kadangkala tidak memerlukan jaminan, sedangkan 

perbankan selalu disertai dengan jaminan. 

Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan 

Presiden Nomor  61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember  

1988, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 

Desember 1988 junc to Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 468/KMK.017/1995 tentang  Ketentuan dan Tata 

Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 

ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, yang 

dimaksudkan dengan Lembaga Pembiayaan adalah “ Badan 

usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 
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penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik 

dana secara langsung dari masyarakat.”  

 

6.2.  Jenis-jenis lembaga pembiayaan yang dikenal 

6.2.1. Leasing (Sewa Guna Usaha)  

Kata leasing berasal dari kata lease (bahasa inggris) 

yang berarti menyewakan. Oleh karena itu, maka yang 

dimaksudkan dengan leasing adalah setiap kegiatan 

pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau 

menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh 

perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria 

sebagai berikut.  

1. Pembayaran sewa dilakukan secara berkala. 

2. Masa sewa guna usaha ditentukan minimal 2 tahun untuk 

barang modal golongan I, 3 tahun untuk barang modal 

golongan II dan III, dan minimal 7 tahun untuk barang 

modal bangunan. Golongan jenis barang modal tersebut 

sesuai ketentuan tentang pajak penghasilan. 

3. Disertai dengan hak opsi, yaitu hak dari perusahaan 

pengguna barang modal untuk mengembalikan atau 

membeli barang modal yang disewa pada akhir jangka 

waktu perjanjian leasing. 
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Dari pengertian di atas, ada beberapa pihak yang terkait 

dalam leasing ini, yaitu:  

1. Lesse, yaitu perusahaan pengguna barang; 

2. Lessor,yaitu perusahaan lembaga pembiayaan atau 

penyandang dana; 

3. Supplier, perusahaan penyedia barang; dan juga 

4. Perusahaan asuransi. 

1. Mekanisme terjadinya Leasing 

Pengertian mekanisme terjadinya leasing di sini adalah 

proses atau tata cara yang ditempuh oleh para pihak, untuk 

mendapatkan barang modal yang diperlukan. Mekanisme 

tersebut jika dibuat dalam bentuk bagan, maka akan 

tergambar sebagai berikut : (Bagan 1. Leasing) 

 d  

 g  

   

 

   

   

  

 

 c  

 

SUPPLIER 

LESSE LESSOR 

PERUSAHAAN 

ASURANSI 
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keterangan :  

a. Setelah menentukan barang modal yang dibutuhkan, lesse 

memilih dan menentukan supplier; 

b. Selanjutnya lesse mengisi permohonan leasing yang 

kemudian setelah dilengkapi dengan dokumen yang 

dipersyaratkan, lesse mengirim permohonannya kepada 

lessor. 

c. Lessor meneliti keadaan dan kelayakan jalannya 

perusahaan lesse. Setelah menyetujui, lessor akan 

meminta kepada lesse untuk menandatangani kontrak 

leasing. Bersamaan dengan itu, lesse akan 

menandatangani asuransi untuk barang modal yang 

disewa dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh 

lessor.  

d. Kontrak pembelian barang modal akan ditandatangani 

lessor dengan supplier barang tersebut. 

e. Supplier selanjutnya akan mengirim barang modal yang 

dibutuhkan lesse ke lokasi atau tempat di mana barang 

modal tersebut akan dipergunakan.  

f. Lesse akan menandatangani tanda terima barang modal 

dan menyerahkannya kepada supplier. 
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g. Supplier menyerahkan surat tanda terima dari lesse, 

sebagai bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan 

kepada lessor.  

h. Lessor selanjutnya membayar harga barang modal yang 

dibutuhkan lesse kepada supplier. 

i. Lesse membayar harga sewa secara periodik kepada 

lessor sesuai dengan jadwal dan besar harga per periode 

sesuai dengan perjanjian leasing yang disepakati. 

Sistem leasing memberikan peluang menarik bagi 

pengusaha, karena mempunyai keunggulan-keunggulan 

berikut sebagai alternatif baru bagi pembiayaan di luar 

sistem perbankan (Richard Burton Simatupang, 1995 : 134).  

a. Proses pengadaan peralatan modal relatif lebih cepat 

dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya 

sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi 

kelayakan yang memakan waktu lama. 

b. Pengadaan kebutuhan modal dan alat-alat berat dan 

mahal dengan teknologi tinggi amat meringankan 

terhadap kebutuhan cash flow mengingat sistem 

pembayaran cicilan jangka panjang.  

c. Posisi cash flow perusahaan akan lebih baik dan biaya-

biaya modal menjadi lebih mudah dan menarik. 
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d. Perencanaan keuanagan perusahaan lebih mudah dan 

sederhana. 

2. Manfaat leasing 

1) Apabila seorang pengusaha tidak mempunyai modal 

atau hanya mempunyai modal terbatas, tetapi ingin 

mendirikan sebuah pabrik. Maka ia dapat 

memperolehnya dengan cara leasing.  

2) Dengan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang 

modal dengan jalan sewa beli yang dapat diangsur 

setiap bulan kepada lessor. Usaha pembiayaan leasing 

ini dapat diperoleh dalam waktu yang cepat. Bagi 

perusahaan yang modalnya lemah, dengan perjanjian 

leasing akan memberikan kesempatan pada perusahaan 

tersebut. 

3) Antara lesee dan lessor di dalam perjanjian leasing 

dapat mengadakan kesepakatan dalam hal menetapkan 

besar dan banyaknya angsuran yang ditentukan oleh 

kreditor, berdasarkan perkiraan dari hal analisis bank. 

Adapun fungsi leasing disini yaitu, sebagai sumber 

pembiayaan jangka menengah (dari satu tahun hingga lima 

tahun). Ditinjau dari segi perekonomian nasional, leasing 

telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh 

capital equipment dan menambah modal kerja. Kegiatan 
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leasing dapat dilakukan secara finance maupun secara 

operating lease. Finance lease artinya kegiatan sewa guna 

usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak 

mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha 

berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Sedangkan 

operating lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana 

penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk 

membeli objek sewa guna usaha. 

Dalam hukum perdata, ada 3 bentuk ikatan yang 

mirip satu sama lainnya, namun berlainan dalam hukumnya 

yaitu antara sewa guna usaha, sewa beli, dan jual beli secara 

angsuran. Maka dengan keputusan menteri perdagangan dan 

koperasi nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 februari 1980 tentang 

perizinan kegiatan usaha sewa beli, jual beli dengan 

angsuran. Adapun definisinya sebagai berikut : 

1) Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual 

melaksanakan penjualan barang dengan cara 

memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan 

oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang 

telah disepakati bersama, dan yang diikat dalam suaru 

perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut, baru 

beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah 

harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. 
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2) Jual beli secara angsuran adalah jual beli 

dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan 

cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan 

oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga 

barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat 

dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang 

tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat 

barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli. 

Persamaan antara perjanjian leasing dengan kedua 

perjanjian di atas adalah bahwa pada perjanjian leasing, 

lesee membayar imbalan jasa kepada lessor dalam 

waktu tertentu. Sedangkan pada perjanjian sewa beli  

dan jual beli dengan angsuran, pembeli membayar 

angsuran kepada penjual dalam waktu tertentu sesuai 

dengan perjanjian.  

3. Ciri-ciri leasing 

Secara umum, menurut Mr.A.C. Goudsmit dan 

Mr.J.A.M.P. Keijser (dalam Kartini Mulyadi, 1993: 60), ciri-

ciri leasing sebagai berikut.  

a. Leasing merupakan suatu cara pembiayaan. Tentunya 

masih ada aspek-aspek lain pada leasing, namun segi 

pembiayaan adalah salah satu ciri utama, baik pada 

finance lease maupun pada operating lease. 
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b. Biasanya ada hubungan jangka waktu lease dan masa 

kegunaan benda yang di-lease tersebut.  

c. Hak Milik benda yang di-lease ada pada lessor.  

d. Benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda 

yang digunakan dalam suatu perusahaan. Pengertian 

benda-benda yang digunakan untuk suatu perusahaan 

harus diberi pengertian yang luas, yakni benda-benda 

yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, jadi 

tidak saja mesin-mesin yang hanya dapat dipergunakan 

untuk berproduksi, tetapi bisa juga komputer, kendaraan 

bermotor. 

4. Bentuk Perjanjian Leasing 

Dari ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

1251/KMK.013/1988, dapat disimpulkan bahwa bentuk 

perjanjian leasing harus dilakukan secara tertulis dan wajib 

dibuat dalam bahasa indonesia, tanpa ketentuan harus 

berbentuk akta autentik atau akta di bawah tangan. Namun, 

jika dilihat dari kekuatan pembuatannya, selayaknya 

perjanjian leasing ini harus secara tertulis dengan akta 

autentik. Dalam perjanjian leasing paling tidak harus 

memuat:        

a. Jenis transaksi leasing; 

b. Nama dan alamat masing-masing pihak; 
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c. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal; 

d. Harga perolehan, nilai pembiayaan leasing,nilai 

sisa,simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang 

modal yang di-lesse; 

e. Masa leasing; 

f. Ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang 

dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung 

lesse dalam hal barang modal yang di-lesse dengan hak 

opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab 

apapun; 

g. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang di-

lease-kan. 

 

6.2.2. Anjak Piutang (Factoring) 

Factoring yang dikenal dewasa ini pertama kali 

tumbuh di Amerika tahun 1988, kemudian menyebar ke 

Kanada sekitar tahun 1930-an sampai kemudian meluas ke 

negara-negara Eropa Barat,  Australia, Selandia Baru, 

Jepang,  Filipina, dan akhirnya Indonesia mulai mengenal 

lembaga ini pada akhirnya tahun 1988 sejak berlakunya 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 27 

Desember 1988 . 
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Anjak piutang menurut Keputusan Presiden Nomor 

61 Tahun 1988 adalah usaha pembiayaan dalam bentuk 

pembelian / pengalihan serta pengurusan piutang atau 

tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi 

perdagangan dalam dan luar negeri. 

 Selanjutnya, dalam surat Keputusan Menteri  Nomor 

1251/KMK.013/1988 juncto Surat Keputusan Menteri dan 

Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, menentukan 

bahwa kegiatan factoring terdiri dari: 

1. Pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka 

pendek yang terbit dari transaksi perdagangan dalam 

dan luar negeri; 

2. Penata usahaan penjualan kredit serta penagihan piutang 

perusahaan. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Dalam kegiatan factoring ada tiga pihak yang terkait, 

yaitu: 

a. Perusahaan factoring (factoring company), atau disebut 

dengan faktor sebagai suatu badan usaha yang 

melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan 

bentuk pembelian/pengalihan serta pengurusan piutang / 

tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan; 
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b. Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (client), 

atau lebih jelas lagi adalah perusahaan yang menjual 

atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada 

factor; 

c. Nasabah (customer), sebagai pihak yang berhutang 

(debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh klien 

dijual atau dialihkan kepada factoring. 

2. Kegiatan factoring hanya berupa jual beli atau 

pengurusan piutang. 

3. Piutang atau tagihan itu merupakan tagihan jangka 

pendek dan berasal dari transaksi perdaga,ngan, dan 

umumnya mempunyai ciri di antaranya: (Munir Fuady, 

1995:87) 

a. Belum jatuh tempo; 

b. Piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang 

belum jatuh tempo; 

c. Piutang yang jatuh dari pengiriman barang. 

 

1. Fungsi dan Manfaat Factoring 

Dari uraian di atas, anjak piutang / factoring 

mempunyai fungsi sebagai berikut :   

a. Factoring berkaitan dengan masalah piutang klien. 

Dalam hal ini, factor berfungsi menangani masalah atau 
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mengambil alih piutang tersebut, dan menagih 

pembayarannya pada debitur setelah piutang jatuh 

tempo . 

b. Itu berarti  factor  bertanggung jawab atas piutang klien 

dari resiko kerugian.  

Sementara itu, manfaat factoring / anjak piutang ini 

menurut Anastuty Kusumawardhani  adalah sebagai berikut. 

a. Bagi perusahaan nasabah. 

1) Factoring dapat menolong “cash flow” perusahaan yang 

melakukan penjualan secara kredit sehingga dana yang 

diperoleh dari penjualan piutang kepada perusahaan 

anjak piutang akan memperlancar kegiatan produksi, 

dibanding apabila produsen tersebut menagih sendiri 

kepada kreditor. 

2) Bagi perusahaan yang berkembang sangat pesat dan 

belum dapat diimbangi dengan divisi kredit, dengan 

menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, 

perusahaan yang bersangkutan dapat berkonsentrasi 

dalam meningkatkan usahanya. 

3) Factoring dapat memperlancar perputaran modal kerja 

perusahaan sehingga dapat mningkatkan laba. 

4) Facoring dapat mendorong dunia usaha  untuk lebih 

kompetitif lagi sebab nasabah perusahaan anjak piutang 
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akan bebas melakukan transaksi perdagangan atas pasar 

“open account”, baik di dalam maupun luar negeri. 

5) Perusahaan anjak piutang merupakan usaha yang dapat 

melindungi nilai terhadap resiko yang mungkin terjadi 

karena pelanggan mengalami kesulitan likuiditas.  

b. Bagi Bank 

1) Dalam rangka mengatasi kredit macet, bank dapat 

melakukan anjak piutang untuk menagih piutang - 

piutang. Dengan demikian, bank akan lebih efisien 

dibandingkan apabila menagih sendiri. 

2) Perusahaan anjak piutang pula dianggap sebagai 

perusahaan komplemen bagi bank, di mana  bank dapat 

menggunakan jasa tersebut untuk menagih piutangnya 

dan memperoleh dana sebagai modal kerja dari bank. 

Meskipun lembaga pembiayaan melalui  factoring 

memang memberikan manfaat, klien harus 

mempertimbangkan dengan matang lembaga pembiayaan 

ini. Pertimbanagan yang umumnya dijadikan dasar untuk 

menjual piutang adalah: 

a. Hubungan baik antara klien (kreditor) dengan costumer  

(debitur). 
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b. Perbandingan antara harga jual piutang dan biaya yang 

dikeluarkan dalam factoring dengan biaya yang 

dikeluarkan jika piutangnya ditagih sendiri; 

2. Mekanisme Factoring (Anjak Piutang) 

Mekanisme factoring atau anjak piutang yang 

dimaksudkan adalah proses atau tata cara penawaran piutang 

sampai dengan beralihnya piutang tersebut dengan 

pelunasannya. Mekanisme tersebut, jika dibentuk dalam 

bagan akan tergambar  sebagai berikut:  

(Bagan 2. Anjak Piutang ) 

   

 a 

   

     

  

   

  

 

 

Keterangan : 

a. Penjual (klien) menjual barang kepada pembeli (customer) 

secara kredit dengan jangka waktu pendek.Untuk 

kepentingan dana segar (cast flow), penjual (klien) 

PEMBELI BARANG 

atau CUSTOMER 

PENJUAL BARANG 

atau KLIEN 

PERUSAHAAN 

LEMBAGA 

PEMBIAYAAN atau 

FACTOR 
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meminta persetujuan kepada pembeli (customer) untuk 

menjual piutang tersebut kepada perusahaan lembaga 

pembiayaan (yang dalam hal ini perusahaan factoring ) 

yang disebut factor.  

b.  Pembeli (custumer) menyetujui perpindahan hak menagih 

dari penjual (klien) kepada factor.  

c. Data mengenai piutang yang berasal dari jual beli tersebut 

oleh penjual (klien) diteruskan/dipindahkan kepada 

factor. 

d. Atas dasar itu,  maka dibuatlah perjanjian factoring antara 

penjual (klien) dan factor. 

e. Factor membayar kepada klien penjualan piutangnya 

dengan harga tertentu. 

f.  Pembeli (customer) setelah jangka waktu jatuh temponya 

perjanjian jual beli kredit membayar utangnya kepada 

factor. 

 

3. Jenis-jenis Factoring  

Factoring dapat dibedakan atas berbagai bentuk yaitu 

sebagai berikut. 

a. Dilihat dari segi pemberitahuan kepada pihak 

customer,factoring dapat dibagi dalam bentuk berikut ini.  
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1) Disclosed Factoring, yaitu factoring diberitahu bahwa 

tagihan telah dialihkan kepada lembaga factoring dan 

pembayaran dilakukan langsung kepada lembaga 

tersebut. 

2) Undisclosed Factoring, yaitu pihak customer  tidak 

diberitahu tentanng telah dialihnya piutang sampai 

terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan resiko kepada 

factor. 

b. Dilihat dari segi keterlibatan klien, factoring dapat dibagi 

atas bentuk-bentuk berikut. 

1) Resource factoring, di mana pihak klien ikut serta 

memikul resiko yang mungkin timbul atas tagihan 

yang dialihkannya. 

2) Non-resource atau without Resource factoring, di 

mana jenis ini meletakkan beban tagihan beserta 

seluruh resiko ct tagihan yang tidak terbayar kepada 

perusahaan factoring. 

c. Dilihat dari segi tempat kedudukan para pihak, factoring  

dapat dibagi sebagai berikut. 

1) Domestic Factoring, di mana semua pihak yang 

terlibat dalam factoring. 

2) International Factoring, di mana pihak customer-nya 

berada di luar negeri. 
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d. Dilihat dari segi banyaknya piutang yang dialihkan, 

factoring dapat dibagi sebagai berikut. 

1) Facultative Factoring, yaitu suatu jenis factoring di 

mana dalam perjanjiannya pihak factor  diberikan 

hak opsi untuk menentukan, apakah piutang diterima 

dengan transaksi factoring atau tidak. 

2) Whole Turn Over Factoring, di mana  dalam hal ini 

perjanjian factoring  dilakukan atas seluruh turn over  

dari perusahaan  klien, atas piutang yang ada atau 

yang akan ada. 

 

6.2.3. Modal Ventura 

Modal ventura sebagai suatu lembaga pembiayaan 

merupakan suatu lembaga yang relatif baru di indonesia. 

Secara yuridis mulai dikenal tanggal 20 Desember 1988 

dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 

Tahun 1988, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan 

Keputusan Menteri Keuanagan Nomor 1251/KMK.013/1988 

juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.  

Perusahaan modal ventura adalah suatu badan usaha 

yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 
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penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan 

usaha untuk jangka waktu tertentu.  

Modal ventura ini merupakan sutau bentuk 

pembiayaan modal atau sejenisnya pada suatu perusahaan 

yang ingin mengembangkan usahanya, namu tidak 

mempunyai kemampuan untuk memperoleh pembiayaannya, 

baik dari bank maupun dari pasar modal (melalui go public).  

1. Ciri-ciri Modal Ventura 

 Seperti yang telah ditemukan, perusahaan modal 

ventura hanya bersifat sementara karena memang tujuannya 

untuk memberikan bantuan kepada PPU (Perusahaan 

Pasangan Usaha) sampai PPU tersebut mencapai 

keberhasilan yang ditargetkan. Namun demikian, ada 

beberapa ciri khas dari Modal Ventura , yaitu sebagai 

berikut. 

a. Pemberian bantuan tidak hanya berupa modal, tetapi juga 

perusahaan modal ventura ikut terlibat dalam manajemen 

perusahaan yang dibantu (PPU). 

b. Pemberian bantuan yang dilakukan tidak permanen, tetapi 

bersifat sementara, paling tidak lima sampai sepuluh 

tahun. 
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c. Motif pemberian bantuan adalah bersifat bisnis karena 

perusahaan modal ventura mengharapkan keuntungan 

/bagi hasil. 

d. Pemberian banyuan tanpa jaminan. 

2. Keunggulan dan Kerugian Modal Ventura 

Keunggulan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. 

a. Modal ventura dapat menjadi sumber dana bagi 

perusahaan yang belum memenuhi syarat untuk 

mengajukan kredit bank. 

b. Adanya bantuan manajemen dari perusahaan modal 

ventura dapat menambah kemajuan jalannya 

perusahaan penerima bantuan (PPU). 

c. Perusahaan yang dibantu (PPU) dapat memperluas 

jaringan usaha melalui perusahaan-perusahaan lain 

yang dibantu oleh perusahaan modal ventura. 

Namun demikian, bagi PPU, dengan adanya modal 

ventura ini juga menghadapi beberapa kerugian, yaitu 

sebagai berikut. 

a. Kepemilikan pemegang saham pendiri perusahaan yang 

bersangkutan (PPU) akan berkurang dengan adanya 

investor modal ventura. 
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b. Dengan adanya investor tersebut, pemegang saham 

pendiri tidak lagi memiliki pengendalian mutlak 

terhadap perusahaan.  

c. Laju pertumbuhan usaha mungkin dapat terganggu jika 

pada suatu saat timbul perbedaan pendapat yang 

prinsipil antara investor baru dengan pemegang saham 

pendiri. 

3.   Jenis-jenis Modal Ventura 

Jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan 

modal ventura dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu 

(Richard Burton Simatupang, 1995: 137) sebagai berikut. 

a. Conventional Loan 

Pinjaman jenis ini bisa diberikan tanpa jaminan dan bisa 

pula disertai jaminan. 

b. Conditional Loan 

Dalam model ini, perusahaan modal ventura turut 

menikmati laba, bila proyek yang dibiayai menanggung 

keuntungan dan turut pula menanggung rugi seandainya 

perusahaan yang dibiayai ternyata mengalami kerugian. 

c. Equity Investment, yaitu modal ventura yang 

menyertakan saham untuk mendukung kegiatan 

perusahaan yang baru berdiri dan antara perusahaan 
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modal ventura dengan perusahaan yang dibiayai terjalin 

kerja sama dibidang manajemen. 

 

6.2.4. Pembiayaan Konsumen 

Lembaga Pembiayaan Konsumen adalah suatu 

lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan 

barang, untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem 

pembayaran secara angsuran atau kredit. 

Dengan pengertian ini, bila ada konsumen yang 

menghendaki barang-barang yang seperti TV, kulkas, kursi 

tamu, tempat tidur dan kebutuhan lain, sementara untuk  

membeli secara tunai/kontan barang tersebut konsumen 

tidak memiliki cukup modal, lembaga pembiayaan akan 

membantu konsumen untuk mendapatkan barang tersebut. 

 

6.2.5. Kartu Kredit 

Dapat dijelaskan bahwa perusahaan kartu kredit 

adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan 

untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu 

kredit. Kartu kredit ini adalah kartu plastik yang berukuran 

hampir sama dengan ukuran KTP atau ATM. Kartu ini 

diterbitkan oleh suatu badan usaha (umumnya bank) dan 

dipergunakan oleh pemegangnya (card holder) dan 
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berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang dan pihak 

penerima adalah kaum usahawan/pedagang yang telah 

ditentukan oleh penerbit. Selain itu kartu kredit pun dapat 

diuangkan oleh pemegangnya kepada penerbitnya. 

Umumnya kartu kredit tidak berlaku secara umum di mana 

saja, dan para usahawan yang sering terlibat terdiri dari 

berbagai jenis usaha. Mulai dari hotel, restoran, 

supermarket, rumah sakit, apotik, music store, bahkan 

perusahaan taksi dll. Pada kartu kredit, setiap transaksi atau 

pencairan yang dilakukan pemegang kartu kredit tersebut 

cukup dengan menunjukkan kartu kreditnya untuk dicatat 

dan diperiksa kebenarannya. Sedangkan kartu kreditnya 

tetap dikembalikan keoada pemegangnya., dan sama sekali 

tidak dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. 

Penerbitan kartu kredit itu sebenarnya merupakan satu 

pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada 

pemegangnya. Pemberian fasilitas ini tidaklah berdasarkan 

akte-akte secara otentik melainkan hanya dengan akte-akte 

di bawah tangan dan tidak mutlak harus ada jaminan kredit. 

Melainkan hanya diberikan kepada seorang yang memenuhi 

beberapa persyaratan, di antaranya bonafide pemegang kartu 

kredit sangat diperlukan agar pemakaian kartu tidak 

melampaui jaminan (depositonya) yang ada pada bank 
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penerbit, itulah syarat yang sangat penting (Richard Burton 

Simatupang, 1995:106). 

Pihak yang terlibat dalam proses transaksi dengan 

kartu kredit yaitu : 

1. Penerbit (bank atau lembaga pembiayaan). 

2. Pemegang kartu kredit. 

3. Penjual barang/jasa. 

Ada 2 macam kartu kredit yaitu : 

1. Kartu kredit, dengan sistem pembayaran secara cicilan 

(meskipun dapat juga dibayar lunas) 

2. Kartu pembayaran lunas, dengan sisitem pembayaran 

harus lunas ketika ditagih.(Fuady,Munir,2002;128)  

Lembaga pembiayaan kartu kredit ini, seperti halnya 

pembiayaan konsumen amat berbeda dengan lembaga 

pembiayaan lainnya, di mana dalam lembaga lainnya 

(leasing, anjak piutang dan modal ventura) umumnya yang 

mendapatkan pembiayaan adalah badan usaha, sedangkan 

pada kartu kredit yang mendapat pembiayaan adalah 

konsumen atau masyarakat luas.  

Kartu kredit sekarang sudah amat populer dan 

dikenal oleh masyarakat banyak, karena begitu banyaknya 

badan usaha yang menerbitkan kartu kredit.Badan usaha 

kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan 
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pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan 

menggunakan kartu kredit. 

Kartu kredit umumnya dibuat dari sebuah kartu 

plastik yang ukurannya sama dengan KTP. Kartu ini 

diterbitkan oleh badan usaha (umumnya bank) untuk 

digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran 

pengganti uang tunai kepada toko-toko, usaha-usaha lainnya 

yang ditunjuk (kerja sama) oleh penerbit kartu kredit. 
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BAB VII 

ASPEK PAJAK DALAM BISNIS 

 

7.1. Gambaran Umum Tentang Pajak  

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta 

ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat 

dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan 

(Tregenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan 

yang digunakan sebagai alat pendorong , penghambat atau 

pencegah untk mencapai tujuan yang ada di luar bidang 

keuangan negara. 

Dari pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur 

yang ada dalam pajak, yaitu sebagai berikut: 

1. Pajak harus berdasarkan undang-undang  

Pajak merupakan pungutan iuran terhadap rakyat. Karena 

Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan 

pemerintah jika hendak mengumut pajak dari rakyat 

harus berdasarkan undang-undang (Pasal 23 dan 2), pajak 

pun haruslah berdasarkan undang-undang akan 

memberikan jaminan hukum untuk adanya keadilan bagi 

warga negara atau masyarakat. (wajib pajak). 



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  141 

Akan tetapi, timbul pertanyaan mengapa negara atau 

pemerintah harus memungut pajak dari rakyat. Untuk 

menjawab pertanyaan ini, ada beberapa teori yang 

umumnya sudah dikemukakan oleh para sarjana. 

a. Teori asumsi  

Negara bertugas melindungi rakyat dan harta 

berdasarkannya. Oleh karena itu, rakyat harus 

membayar premi kepada negara berupa pajak. 

b. Teori kepentingan  

Pemungutan pajak didasrkan ada kepentingan orang 

demi negara. Semakin banyak membutuhkan 

kepentingan, semakin besar pula pajaknya. 

c. Teori Gaya Pikul  

Beban pajak untuk masyarakat harus sama besarnya, 

artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul 

masingmasing orang. Untuk mengukur daya pikul, 

dapat digunakan dua pendekatan berikut. 

1) Unsur Objektif, yaitu dengan melihat besarnya 

penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh 

seseorang. Contoh Pajak Penghasilan (PPh): untuk 

seseorang yang bernama A misalnya harus sama 

dengan B karena penghasilan mereka sama 

besarnya. 
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2) Unsur Subjektif, yaitu dengan memerhatikan 

besarnya kebutuhan mateiil yang harus dipenuhi. 

Contoh Pajak Penghasilan (PPh): untuk si A 

pajaknya lebih kecil dari B karena kebutuhkan 

mateiil yang harus dipenuhi si A lebih besar. 

d. Teori Bakti 

Dasar keadilan pengumutan pajak terletak pada 

hubungan masyarakat dengan negara. Sebagai warga 

negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari 

bahwa pembayaran pajak merupakan suatu 

keawjiban. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pengumutan 

pajak maksudnya memungut pajak tangga 

masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, 

negara akan menyalurkannya kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh 

masyarakat lebih diutamakan. 

2. Pajak tidak dapat imbalan langsung. 

Seperti yang dikemukakan di atas, negara yang 

memungut pajak kepada rakyat akan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat. Akan tetapi, penyaluran ini 

tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Akan 
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tetapi, penyaluran ini tidak akan dirasakan secara 

langsung oleh masyarakat (wajib pajak) karena 

penyaluran itu dala bentuk pemeliharaan kesejahteraan 

masyarakat umum. Karena tidak mendapat imbalan 

secara langsung, pemungutan pajak harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tersebut tidak 

terpenuhi bisa jadi akan menimbulkan hambatan adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak harus adil, dalam arti setiap 

undang-undang yang mengatur tentang pemungutan 

pajak haruslah adil agar sesuai salah satu tujuan dari 

hukum. Adil dalam hal ini dapat diartikan bahwa 

pengenaan pajak kepada seseorang wajib pajak harus 

sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan 

memebrikan hak pajak untuk mengajukan keberatan 

jika pajak yang membebankan kepada mereka 

dirasakan sangat berat atau tidak adil. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang 

seperti yang telah dikemukakan bahwa Undang-

Undang Dasar 1945 memang mengharuskan setiap 

pengumutan pajak harus berdasrkan undang-undang. 

Ini merupakan syarat yuridis untuk pemungutan 

pajak. 
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c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, 

dalam arti bahwa pemungutan pajak itu haruslah 

tidak mengganggu kegiatan bisnis sehingga 

menimbulkan kelesuan dalam perkembangan 

prekonomian negara. 

d. Pemungutan pajak hatus efesien. Ini berarti bahwa 

biaya pemungutan pajak haruslah ditekan seendah 

mungkin sehingga jangan sampai menimbulkan 

pemasukan (pajak) lebih kecil dari pengeluaran 

(biaya pengutan). 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, 

maksudnya peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pemungutan pajak penegluaran rakyat 

dapat  dibuat sederhana sehingga memudahkan bagi 

wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. 

3. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi Budgeter 

Maksudnya pajak yang dipungut oleh pemerintah 

kepada rakyat digunakan untuk membiayai 

pengeluran umum (pembangunan dan rutin) yang 

setiap tahunnya tergambar melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
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Dengan demikian, pajak ini merupakan sumber 

pendapatan negara yang sangat penting artinya untuk 

keungan negara di samping sumber lainnya, seperti 

hasil penjualan bahan bakar dan gas alam.  

b. Fungsi Mengatur 

Fungsi Mengatur ini dapat di tarik kalimat. “sebagai 

alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk 

mencapai tujuan” dengan demikian pajak sebagai alat 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang sosial ekonomi. 

Contoh:  

1) Pajak yang dikenakan terhadap minuman keras 

dapat menghambat atau mencegah setidak-

tidaknya mengurangi konsumsi minuman keras. 

2) Pajak yang tinggi yang dikenakan terhadap 

barang-barang mewah dapat mencapai tujuan 

untuk mengurangi hidup konsumtif. 

3) Pengurangan terhadap tarif pajak ekspor dapat 

mencapai tujuan peningkatan ekspor produk 

Indonesia ke pasaran dunia. 
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7.2. Pengelompokkan Pajak 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul 

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya 

adalah Pajak penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang secara tidak 

langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada 

orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan 

Nilai. 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak subjektif, yaitu jenis pajak yang didasrkan pada 

subjeknya atau wajib pajaknya. Ccontohnya adalah 

Pajak Penghasilan. 

2) Pajak objektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada 

objek, tanpa memerhatikan subjeknya. Contohnya 

adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Perjualan 

Barang Mewah. 

c.  Menurut Lembaga Pemungutnya. 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak 
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Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan Barang Mewah. 

2) Ajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai 

ruamah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Bumi, 

dan Bangunan. 

 

7.3. Sistem  Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System, yaitu suatu sisitem 

pemungutan pajak yamg memberikan wewenang 

kepada fiskus pajak (pemungut pajak) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang (yang harus 

dibayar) oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada 

pada fiskus. 

2) Wajib pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak (besarnya pajak) akan tanpak setelah 

dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

b. Self Assessment System, yaitu sistem yang memberikan 

wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan 
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atau menghitung sendiri besarnya pajak yang akan 

dibayar.  

Ciri-cirinya dalah sebagai berikut.  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya wajib pajak 

ada pada wajib pajak sendiri. 

2) Wajib pajak aktif dalam menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajaknya. 

3) Fiskus tidak ikut campur, namun tetap mengawasi. 

c. With Holding System, yaitu sistem yang memberikan 

wewenang penuh kepada pihak ketiga (bukan fokus dan 

wajib pajak) untuk menentukan atau menghitung 

besarnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak.  

 

7.3.1. Tarif Pajak 

Para ahli di bidang perpajakan mengemukakan ada 

empat macam tarif pajak, yaitu sebagai berikut. 

a. Tarif Sepadan/Sebanding/Proporsional 

Tari sebanding ini maksudnya tarif yang ditetapkan 

kepada objek bersifat tetap terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 

terutang sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenai 

pajak. 
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b. Tarif tetap, yaitu suatu tarif pajak yang besarnya tetap 

tidak tergantung kepada lapisan penghasilan kena pajak.  

c. Tarif Progresif, yaitu presentase tarif yag digunakan 

dengan tarif progresif ini adalah tarif akan semakin besar 

bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. 

Contoh: pasal 17 UU tahun 2000 tentang Perubahan 

Ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang tarif Pajak 

Penghasilan. Pasal 17 UU ini mengatur tentang tarif pajak 

yang diterapkan atas Penghasilan Kena pajak, bagi 

perorangan dan badan usaha. Untuk perseroan tarifnya 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak 

 Bagi Perseroan 

Lampiran Penghasilan Kena Pajak Tarif 

Pajak 

- Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 5 % 

- Diatas Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 

50.000.000,00 

10 % 

- Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 

100.000.000,00 

15 % 

- Diatas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 

200.000.000,00 

25 % 

- Diatas Rp. 200.000.000,00 32 % 

 

 Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif 

terdiri dari sebagai berikut. 

1) Tarif Progresif, yaitu jika kenaikan persentase semakin 

besar sebagaimana diatur oleh Pasal 17 PPh diatas, 
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2) Tarif Progresif Tetap, yaitu kenaikan persentase tarif 

pajak naik dalam jumlah tertentu untuk setiap 

kenaikan penghasilan kena pajak dalam jumlah 

tertentu. 

Tabel 2.Tarif Progresif 

 

Contoh: Jadi, dalam contoh di atas tarif pajak naik tetap lima 

persen untuk setiap kenaikan 25 juta. 

3) Tarif progresif degresif, yaitu jika kenaikan persentase 

pengenaa tarif pajak menurun dalam jumlah tertentu 

untuk setiap kenaikan penghasilan kena pajak dalam 

jumlah tertentu. 

 

 

 

 

Lampiran Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

- Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 5 % 

- Diatas Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 50.000.000,00 10 % 

- Diatas Rp. 50.000.000,000 s.d. Rp. 75.000.000,00 15 % 

- Diatas Rp. 75.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 20 % 

- Diatas Rp. 100.000.000,00 25 % 
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Contoh: (Tabel 3.Tarif Progresif Degresif) 

Lampiran penghasilan kena pajak Tarif 

pajak 
- Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 3 % 

- Diatas Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 50.000.000,00 7 % 

- Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 75.000.000,00 10,5 % 

- Diatas Rp. 75.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 13,5 % 

- Diatas Rp. 100.000.000,00 16 % 

 

Dalam contoh ini: tarif pajak selalu menaik untuk 

setiap kenaikan penghasilan kena pajak 25 juta, tetapi 

kenaikian tarif pajak itu selalu menurun dari 4 %, 3,5 

%, dan 2,5 %. 

4) Tarif Degresif 

Dengan tarif degresif ini, persentase tarif pajak yang 

digunakan semakin kecil bila jumlah lampiran 

penghasilan kena pajak semakin besar. 

 

7.3.2. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 

 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan diatur 

dalam UU 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-Undang 
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ini, yang pertama diketahui bahwa yang dimaksud dengan 

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan 

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 

termasuk pemungut pajak atau potong pajak tertentu. (pasal 

1 huruf 1 UU No.16 tahun 2000). 

 Dengan demikian, ada dua jenis wajib pajak, yaitu: 

1. Orang perorangan atau pribadi (person); atau 

2. Badan 

Pengertian badan adalah sekumpulan orang lain dan 

atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Dan 

bentuk badan usaha lainnya. (pasal 1 huruf 2 UU No. 16 

tahun 2000). 

Di samping yang dijelaskan diatas, yang perlu juga 

diketahui dalam ketentuan umum tentang perpajakan ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam 

bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, 
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memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah 

pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa 

dari luar daerah pabean. 

b. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana 

dimaksud diatas yang melakukan penyerahan barang 

kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang 

dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Tidak 

termasuk pengusaha kecil yang batasanya ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali 

pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan 

menjadi pengusaha kena pajak. 

c. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 

pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak 

atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan 

peraturan undangan perpajakan. 

 

7.3.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor 

yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melakukan 

hak dan kewajiban perpajakan. 
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Fungsi NPWP adalah: 

a. Sebagai administrasi perpajakan 

b. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, 

dan 

c. Untuk menjaga ketertiban ketertiban dalam pembayaran 

pajak dan dalam pengawasan administrasi. 

Berdasarkan sistem self assessment yang dianut oleh 

perpajakan di Indonesia, setiap wajib pajak wajib 

mendaftarkan diri pada direktorat Jenderal Pajak yang di 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak 

dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. 

 Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula 

terhadap: 

a. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah 

karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau 

kehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian 

pemisahan penghasilan dan harta. 

b. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan 

pajak berdasarkan Undang-Undang pajak Pertambahan 

Nilai. 
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7.3.4. Surat Pemberitahuan  

Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan 

dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin, angka arab, 

satuan uang rupiah, dan menandatangani serta 

menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak 

tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.  

Surat pemberitahuan yang dimaksud ada dua jenis, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan 

untuk suatu masa pajak dengan penyampaian paling 

lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak. 

b. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat 

pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian 

tahun pajak, dengan batas penyampaian paling lama tiga 

bulan setelah akhir tahun pajak.  

Atas permohonan secara tertulis dari wajib pajak, 

direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu 

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk paling 

lama enam tahun. Dalam kaitannya dengan batas 

penyampaian surat pemberitahuan, maka yang dimaksudkan 

dengan: 

a. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama 

dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain 
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yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 

paling lama 3 bulan takwin. 

b. Tahun pajak adalah jangka wajtu satu tahun takwin 

kecuali bila wajib pajak menggunakan btanun buku 

yang tidak sama dengan tahun takwin. 

c. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 

satu tahun pajak. 

Fungsi surat pemberitahuan bagi wajb pajak 

pengahasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau 

pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau 

bagian tahun pajak. 

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau 

bukan objek pajak. 

c. Harta dan kewajiban 

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau 

badan hukum dalam satu masa pajak, yang ditentukan 

peraturan perudang-undangan yang berlaku. 
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Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat 

pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran 

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/ 

atau melalui pihak lain dalam astu masa pajak, yang 

dikemukan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. 

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat 

pembeitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau 

dipungut dan disetorkannya. 

Apabila surat tidak disampaikan dalam jangka waktu 

yang ditetapkan atau sampai dengan jangka waktu 

perpanjangan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 

sebesar Rp. 50.000,00 untuk surat pemberitahuan masa dan 

sebesar Rp. 100.000,00 untuk surat pemberitahuan Tahunan 

(pasal 7 UU No. Tahun 2000). 

Kemudian, dalam pasal 38 ditentukan bahwa bagi 

setiap orang yang karena kealpaannya: 
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a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau 

b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak 

benar tidak lengakap atau melampirkan keterangan yang 

isinya telah benar. 

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 

pendapatan negara, dipidana dengan pihak kerungan paling 

lama satu tahun atau denda paling tinggi dua kali jumlah 

pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

 

7.3.5. Surat Setoran Pajak 

 Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib 

pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor 

pos atau bank badan usaha milik negara atau bank negara 

milik daerah atau tempat pembayaran lain yang di tunjuk 

oleh Menteri Keuangan. 

 Dengan demikian, surat setoran pajak dapat dibayar 

oleh wajib pajak pada tempat-tempat penyetoran pajak, 

yaitu: 

a. Kantor pos 

b. Bank 

c. Badan usaha milik negara  

d. Bank badan usaha milik daerah, atau 
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e. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan 

 

7.3.6. Surat Ketetapan Pajak 

 Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang 

meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 

pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak 

Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. 

 Dari pengertian diatas, surat ketetapan pajak terdiri 

dari sebagai berikut: 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah poko 

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, 

dan jumlah yang masih harus dibayar. 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar akan diterbitkan 

apabila: 

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterngan 

lain, ternyata jaumlah pajak yang terutang tidak atau 

kurang bayar 

2) Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka 

waktu yang ditetapkan dan setelah ditegur secara 
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tertulis tidak juga disampaikan dalam jangka waktu 

meurut surat teguran. 

3) Berdasarkan pemeriksaan dengan PPN dan PPn BM, 

ternyata tidak ahrus dikompensasikan selisih lebih 

pajak atau teidak seharusnya dikenakan tarif 0 %. 

4) Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan tidak terpenuhi sehingga dapat diketahui 

besarnya pajak yang terutang 

 Apabila surat ketetapan pajak kurang bayar 

dikeluarkan karena alasan sebagai tersebut dalam angka (1) 

diatas, yaitu hasil pemeriksaan atau ada keterngan lain 

tertanya jumlah pajak yang terutang tidak kurang bayar, 

kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa bunga besar dua persen sebulan 

(maksimum 24 bulan), dihitung sejak saat terutang pajak 

atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun 

pajak sampai dengan diterbitkan Surat Kterangan Pajak 

Kurang Bayar dikeluarkan akrena alasan sebagaimana 

tercantum dalam dalam angka (2) sampai dengan (4), maka 

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: 

1) 50 % dari Pajak Pengahasilan yang tidak atau kurang 

bayar dalam satu tahun pajak 
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2) 100 % dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang 

dipotong, tidak atau kurang pungut, tidak atau kurang 

disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau 

kurang disetorkan. 

3) 100 % dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah yang tidak atau kurang 

dibayar. 

Fungsi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah 

sebagai: 

1) Koreksi atas jumlah yang terutang menurut surat 

pemberitahuan  

2) Saran untuk mengenakan sanksi 

3) Alat untuk menagih pajak 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahunan adalah 

surat keteapan pajak yang menentukan tambahan atas 

jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan akan 

dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 

waktu 10 tahun sesudah pajak terutang, berakhirnya 

masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila 

(pasal 15 UU No. 16 tahun 2000). 

1) Ditemukan data baru dan data yang semula belum 

terungkap 
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2) Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap 

pada saat penerbitan Surat Ketatapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan sebelumnya. 

Fungsi Surat ketetapan Pajak Kurang bayar tambahan 

sama dengan fungsi Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar, 

yaitu sebagai: 

1) Koreksi atas jumlah yang terutang menurut surat 

pemberitahuan 

2) Sarana untuk mengenakan sanksi 

3) Alat untuk menagih pajak 

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 

besar dari pada pajak yang terutang atau tidak 

seharusnya terutang. 

 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar akan diterbitkan 

apabila kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar 

lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau 

telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya 

tidak terutang. 

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan 

pajak yang menetukan jumlah pokok pajak sama 



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  163 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak. 

 

7.3.7. Surat tagihan Pajak  

Surat tagihan pajak adalah untuk melakukan kegiatan 

pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Surat tagihan pajak ini merupakan kekuatan hukum yang 

sama dengan Surat Ketetapan Pajak. 

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat 

tagihan Pajak apabila terdapat hal-hal sebagai berikut (pasal 

14 ayat (1) UU No. Tahun 2000). 

a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau 

kurang dibayar 

b. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan, terdapat 

kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah 

tulisndan salah hitung. 

c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa 

denda dan atau bunga 

d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-

Undang Pajak pertamabahan nilai 1904 dan 

perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya 

untuk dikukhkan sebagai pengusaha kena pajak. 



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  164 

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha 

kena pajak faktur pajak. 

Fungsi surat tagihan adalah: 

a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang  

b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa 

denda dan bunga  

c. Alat untuk menagih pajak 

 

7.4. Pajak Penghasilan  

Setelah mengalami perubahan, ketentuan pajak 

penghasilan sekarang diatur dalam UU No. 17 tahun 2000.  

Tujuan penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan 

adalah: 

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak 

2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak 

3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka 

meningkatkan investasi lansung di Indonesia baik 

penanaman modal asing maupun penanaman modal 

dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan 

daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas. 

1. Subjek Pajak  

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 

Tahun 2000, yang menjadi aspek pajak adalah: 
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a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai 

satu kesatuan, menggantikan yang berhak 

b. Badan  

c. Bentuk usaha tetap 

Subjek pajak tersebut terdiri dari: 

a. Subjek pajak dalam negeri  

b. Subjek pajak luar negeri 

Yang dimaksud dengan usaha tetap adalah bentuk usaha 

yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 

hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, 

yang dapat berupa: 

a. Tempat kedudukan manajemen 

b. Cabang perusahaan 

c. Pabrik  

d. Gedung kantor,  

e. Dan lain-lain 

2. Objek Pajak  

Penghasilan yang merupakan objek pajak adalah 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh 

wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 
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luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan bentuk apapun, termasuk 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan pekerjaan  

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kelihatan dan 

penghargaan 

c. Laba usaha  

d. Keuntungan karena penjualan harta atau karena 

pengalihan harta 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah 

dibebankan sebagai biaya 

f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta  

 

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Tarif Pajak 

Penghasilan 

Dari objek pajak di atas ditentukan besarnya 

pengahasilan yang tidak kena pajak antara lain: 

a. Rp. 2.880.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi 

b. Rp. 1.440.000,00 tambahan untk wajib pajak yang 

kawin  

c. Rp. 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang 

penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 
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d. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota 

sedarah dan keluarga semenda dala garis keturunan 

lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan 

sepernuhnya paling banyak tiga orang untuk setiap 

keluarga. 

Sementara itu, tarif pajak yang ditetapkan untuk 

penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut: 

a. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri 

Tabel 4. Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

Lampiran Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

- Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5 % 

- Diatas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 

50.000.000,00 

10 % 

- Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. 

100.000.000,00 

15 % 

- Di atas Rp 100.000.000,00 s.d Rp 

200.000.000,00 

25 % 

-    Diatas Rp 200.000.000,00 35 % 

 

b. Untuk wajib pajak badan dalam negeri dalam bentuk 

usaha tetap: 
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Tabel 5.( Pajak Bentuk Usaha Dalam Negeri) 

Lampiran Penghasilan Kena 

Pajak  

Tarif Pajak  

- Sampai dengan Rp 50.000.000,00 10 % 

- Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 

100.000.000,00 

15 % 

- Diatas Rp 100.000.000,00 30 % 

 

Selain tarif tersebut dalam pasal 23 ayat 1, pasal 26 

Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

 

7.5. Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Serta 

Pajak Penjualan Atar Barang Mewah. 

Jenis pajak yang kedua yang amat penting dalam dunia 

bisnis adalah Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa 

Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Barang, dalam 

UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah adalah barang berwujud, yang bersifat atau 

hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak 

bergerak serta barang tidak berwujud. 

Sementara itu, jasa dalah setiap kegiatan pelayanan 

berdasarkan suatu perikatan atau pebuatan hukum yang 

menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak 
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tersedia untuk dipakai. Termasuk jasa yang dilakukan untuk 

mengahsilkan barang karena pesanan atau permintaan 

dengan badan dan jasa petunjuk dari pesenan. 

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang Dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, 

dikenal ada 2 jenis, yaitu sebagai berikut: 

1. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang 

seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak 

karena perolehan barang kena pajak, penerimaan jasa 

kena pajak, pemanfaatan jasa kena pajak dari laur 

daerah pabean serta impor barang kena pajak. 

2. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang 

yang wajib dipugut oleh pengusaha kena pajak yang 

melakukan penyerahan barang kena pajak atau ekspor 

kena pajak. 

1. Objek Pajak  

Objek pajak atau barang sesuatu yang dikenakan pajak 

pertahanan nilai, adalah sebagai berikut:  

a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean 

yang di lakukan oleh pengusaha 

b. Impor barang kena pajak 

c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean 

yang di lakukan oleh pengusaha.  
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d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar 

daerah pabean di dalam daerah pabean. 

e.  Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di 

dalam daerah pabean. 

f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. 

2. Tarif Pajak  

Pasal 8 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2000 menentukan 

bahwa tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah 

paling rendah 10 % dan paling tinggi 75 %. 

 

7.6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan  

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah 

pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan 

bangunan, Yang selanjutnya disebut pajak. (pasal 1 huruf 1 

UU No. 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undan-

Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan). 

Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperbolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang 

pribadi atau bangunan. Sementara itu, hak atas tanah dan 

bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan 

beserta bangunan diatasnya. Sebagaimana dimaksudkan 
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dalam UU No. 16 tahun 1985 tentang rumah susun dan 

ketentuan perundang-undangan. 

Hal-hal yang menjadi objek pajak dalam hal ini adalah 

perolehan hak atas tana dan bangunan, yang meliputi: 

1. Pemindahan hak, kareana: 

a. Jual beli 

b. Tukar-menukar  

c. Hibah  

d. Hibah wasiat 

e. Waris 

f. Pemasukan dalm perseroan atau badan hukum lainnya 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 

h. Penunjukan pembeli dalam lelang  

i. Pelaksanaan purusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap 

j. Penggabungan usaha 

k. Pemekaran usaha  

l. Hadiah 

2. Pemberian hak baru karena: 

a. Kelanjutan pelepasan hak  

b. Diluar pelepasan hak  

Hak atas tanah yang dimaksudkan adalah hak milik, 

Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak 
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milik atas satuan rumah susun.Objek pajak yang tidak 

dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

adalah objek pajak yang diperoleh: 

1. Perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik 

2. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan atau 

untuk pelaksaan pembangunan guna kepentingan 

umum. 

3. Badan atau perwakilan organisasi Internasional yang 

ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat 

tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain 

diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan 

organisasi. 

4. Orang pribadi atau badan karena konvensi hak atau 

karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya 

perubahan nama 

5. Orang pribadi atau badan karena wakaf  

6. Orang pribadi atau badan karena yang digunakan 

kepentingan ibadah 

Sebagai dasar pengenaan pajak atas Bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.  

Nilai perolehan tersebut adalah dala hal: 

1. Jual beli adalah harga transkasi  
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2. Tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, dan lain-lain 

adalah nilai pasar. 

 

7.7. Pajak Bumi dan Bangunan  

Pajak bumi dan bangunan adalah suatu jenis pajak 

yang dikenakan atas bumi (tanah) dan bangunan baik atas 

hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak atas 

ruamah susun. Objek pajak yang dikenakan dan yang tidak 

dikenakan pajak Bumi dan Bangunan adalah sama dengan 

objek pajak yang dikenakan dan yang tidak dikenakan Bea 

Perolehan Hak Tas Tanah dan Bangunan.  

Beberapa pengertian yang diatur dalam undang-

Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: 

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 

di bawahnya, meliputi tanah dan perairan pedalaman 

serta laut wilayah Indonesia. 

2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap pada tanah atau perariran.  

3. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang 

diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 

wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli ini, 

nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan 
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harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 

perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. 

Seperti diketahui Pajak Bumi dan Bangunan tergolong 

pajak objektif yang bersifat kebendaan, artinya suatu jenis 

pajak yang pengenaan pajaknya tanpa memandang 

kemampuan wajib pajak. 
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BAB VIII 

PERIZINAN DUNIA BISNIS 

 

8.1.  Perizinan Dunia Bisnis 

Dalam masalah perizinan dunia bisnis, secara umum 

dapat dikatakan ada 4 (empat) masalah yang terkait, yaitu: 

 1.   Adanya bentuk dan jenis izin yang diselenggarakan 

umumnya secara bertahap, yang diawali perluasan 

dengan letter of intent untuk mendapatkan izin prinsip 

yang kemudian dikenal dengan adanya izin sementara, 

izin tetap dan izin perluasan. 

2.     Adanya bidang kegiatan industri yang dalam pemberian 

izinnya dibedakan antara bidang yang dikelola oleh 

departemen-departemen seperti perindustrian, pertanian, 

pertambangan dan energi, serta departemen-departemen 

lainnya. 

3.     Adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalam 

perizinan sehingga terdapat berbagai kemungkinan 

badan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang 

berbeda seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHD), Undang-Undang Penanaman Modal Asing 

(UUPMA), Undang-Undang Penanaman Modal  Dalam 

Negeri (UUPMDN), dan sebagainya. 
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4.      Dibidang perdagangan pada dasarnya izin diterbitkan 

oleh departemen perdagangan, namun dipersyaratkan 

pula untuk mendapat rekomendasi dari departemen 

terkait, sehingga jalurnya menjadi lebih panjang. 

 

8.1.1. Pengaturan Perizinan 

Dalam Pengaturan Perizinan Dunia Bisnis terdapat 

beberapa ketentuan Perizinan Usaha Perdagangan. Menurut 

pasal 5 dan 6 Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan 

Koperasi No. 130/KP/IV/82, bahwa Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) diberikan kepada pengusaha yang 

berdasarkan atas domisilinya. Bagi pengusaha/pemilik 

/penanggungjawab perusahaan yang berdasarkan berdomisili 

diluar tempat kedudukan perusahaan, maka pemilik 

perusahaan harus menunjuk penanggungjawab/ kuasa 

berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan Kartu Tanda 

Penduduk ditempat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

yang diterbitkan. 

 

8.1.2. Surat Ijin Usaha Perdagangan  

1. Pengertian 

Surat Ijin Usaha Perdagangan atau SIUP adalah surat 

ijin usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui 
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Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota / Wilayah 

sesuai domisili perusahaan. Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP) digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha 

dibidang perdagangan barang/jasa di Indonesia sesuai 

dengan KLUI “Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia”. 

Surat Izin Usaha Perdagangan  (SIUP) tidak wajib kepada: 

1.      Perusahaan cabang / perusahaan perwakilan 

2.     Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbadan 

hukum 

3.      Pedagang keliling, pedagang asongan dan pedagang 

kaki lima. 

2. Penggolongan SIUP 

Berdasarkan besarnya jumlah modal dan kekayaan 

bersih di luar tanah dan bangunan atau jumlah modal disetor 

dalam akta pendirian / perubahan, maka penggolongan SIUP 

dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 

1. Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai 

modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp 

25.000.000,00- 

2. Perusahaan Menengah, yaitu perusahaan yang 

mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) Rp 

25.000.000,00- sampai dengan Rp 100.000.000,00- 
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3. Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang mempunyai 

modal dan kekayaan bersih diatas Rp 100.000.000,00- 

3.Prosedur Permohonan  

Perusahaan mengambil formulir, mengisi dan 

mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP) beserta persyaratannya melalui kantor Dinas 

Perindustrian  dan Perdagangan kota / wilayah sesuai 

domisili perusahaan untuk permohonan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) menengah dan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) kecil. 

Sedangkan untuk permohonan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP)-besar diajukan melalui Kanwil 

Perindustrian dan Perdagangan kota / Provinsi sesuai 

domisili perusahaan. 

4.Tatacara mendapatkan SIUP 

Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SP-SIUP) baru diajukan kepada pejabat penerbit Surat Izin 

Usaha Perdagangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

dengan mengisi formulir Surat Permohonan Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SP-SIUP) sebagaimana tercantum 

dalam lampiran I, dengan melampirkan dokumen 

persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran II. 
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Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SP-SIUP) baru atau perubahan harus ditandatangani oleh 

pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan 

perdagangan di atas materai cukup. 

Pihak ketiga yang mengurus Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) baru atau perubahan, wajib 

melamp;irkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan 

ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau 

penanmggungjawab perusahaan perdagangan. 

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya Surat Permohonan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SP-SIUP) dan dokumen persyaratan secara 

lengkap dan benar, pejabat penerbit Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) menerbitkan SIUP dengan 

menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran III 

peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a .      Warna putih untuk SIUP kecil 

b.      Warna biru untuk SIUP menengah 

c.       Warna kuning untuk SIUP besar. 

Apabila  Surat Permohonan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SP-SIUP) dan dokumen persyaratan dinilai 

belum lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP membuat 

surat penolakan penerbit SIUP kepada pemohon SIUP 
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paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 

diterimanya Surat Permohonan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SP-SIUP). 

Pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang 

ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali 

permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana 

ditetapkan dalam peraturan Menteri Perdagangan. Pemilik 

SIUP yang akan membuka kantor cabang atau perwakilan 

perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat 

penerbit SIUP di tempat kedudukan kantor cabang atau 

perwakilan perusahaan dengan melampirkan dokumen 

persyaratan sebagaimana dalam lampiran II. 

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana 

dimaksud secara lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP 

mencatat dalam buku register pembukuan kantor cabang 

atau perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan 

dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP 

perusahaan  pusat. 

Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang 

telah didaftar sebagaimana dimaksud berlaku sebagai surat 

izin usaha perdagangan bagi kantor cabang atau perwakilan 

perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan 
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sesuai kedudukan kantor cabang atau perwakilan 

perusahaan. 

Setiap terjadi perubahan data perusahaan, pemilik 

atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan 

perdagangan wajib mengajukan   Surat Permohonan Surat 

Izin Usaha Perdagangan (SP-SIUP) perubahan dengan 

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam 

lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana 

tercantum dalam lampiran II. 

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

diterima Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SP-SIUP) perubahan dengan dokumen pendukung secara 

lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP menerbitkan. 

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik atau pengurus 

atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang 

bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian 

SIUP kepada pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat 

kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam lampiran II. 

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen 

pendukung secara lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP 
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menerbitkan SIUP pengganti dengan formulir sebagaimana 

tercantum dalam lampiran III. 

Persyaratan 

-         Copy akta pendirian (asli diperlihatkan) 

-          Copy akta perubahannya dan laporannya jika ada (asli 

diperlihatkan) 

-         Copy SK. Menteri hukum dan HAM RI (asli 

diperlihatkan) atau bukti PNBP untuk PT baru. 

-        Copy surat keterangan domisili perusahaan, (asli 

diperlihatkan) 

-        Copy SITU surat ijin tempat usaha (bagi perusahaan 

yang dipersyaratkan) 

-        Copy kontrak / sewa tempat usaha / surat keterangan dari 

pemilik gedung 

-       Copy NPWP-nomor pokok wajib pajak (asli 

diperlihatkan) 

-         Copy KTP pemegang saham atau NPWP jika badan 

usaha 

-          Copy KTP pengurus perseroan (direksi dan komisaris) 

-          Copy KK jika pimpinan / penanggungjawab perusahaan 

adalah wanita 

-          Pas photo direktur utama / pimpinan perusahaan (3x4) 

@ 2 lembar 
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-          Copy neraca awal perusahaan 

 

Masa berlaku  

SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan 

kegiatan usaha perdagangan barang / jasa sejak tanggal 

dikeluarkan. 

Tabel 6. 

Biaya Pengurusan SIUP 
GOLONGAN BIAYA PROSES BIAYA SUDAH 

TERMASUK 

BESAR  

MENENGAH 

KECIL 

 

2.750.000 

1.750.000 

     850.000 

110 hari 

kerja 

Pengambilan formulir dan 

persyaratannya persiapan 

dan pemeriksaan 

pengajuan permohonan 

SIUP biaya administrasi 

dan fee jasa kami legalisir 

copi SIUP oleh notaris 

pas photo 3x4 = lembar. 

Cara pembayaran 

Cara pembayaran SIUP langsung dibayar 100 % lunas. 

 

8.2.  Perizinan Lembaga Pembiayaan 

  Untuk mendirikan suatu badan usaha pembiayaan, 

maka terlebih dahulu harus meminta izin dengan surat 
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permohonan kepada Menteri Keuangan dengan 

melampirkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Akta pendirian perusahaan pembiayaan yang telah 

disahkan  dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Bukti pelunasan modal disetor untuk perseroan terbatas 

atau simpanan pokok dan simpanan wajib untuk koperasi, 

pada salah satu bank di Indonesia. 

3. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan. 

4. Daftar susunan pengurus perusahaan pembiayaan. 

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan. 

6. Neraca pembukuan perusahaan pembiayaan. 

7. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak 

Indonesia bagi perusahaan pembiayaan patungan yang 

didalamnya tercermin arah Indonesianisasi dalam 

kepemilikan saham. 

 

8.3.  Perizinan Dibidang Industri 

Perizinan dalam bidang industri telah diatur secara 

khusus dengan Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1987 

tentang Izin Usaha Industri, dimana pada penjelasannya 

disebutkan bahwa dalam rangka pencapaian pertumbuhan 
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industri, aspek perizinan akan ikut memainkan peranan yang 

amat penting. 

Industri yang dimaksud dengan UU No.5 tahun 1984 

tentang Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, 

dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih 

tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang 

bangun dan rekayasa industri. 

Ada 2 (dua) macam izin usaha industri, yaitu: 

1. Izin tetap, yaitu izin usaha industri yang diberikan 

secara definitif kepada perusahaan industri yang telah 

berproduksi secara komersial. Izin tetap ini berlaku 

untuk seterusnya selama perusahaan industri yang 

bersangkutan berproduksi. 

2. Izin perluasan, yaitu izin usaha industri yang diberikan 

kepada perusahaan industri yang melakukan 

penambahan kapasitas dari atau jenis produk atau 

komoditi yang telah diizinkan. 

 

8.4.  Perizinan Undang-Undang Gangguan (UUG) 

Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) sebenarnya 

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga/ 

penghuni di sekitar lokasi suatu usaha. Sebab tidak jarang 
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terjadi suatu tempat usaha ditutup oleh pemerintah hanya 

karena usaha tersebut diprotes oleh warga masyarakat 

sekitarnya. Masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui adanya izin Undang-Undang Gangguan (UUG) 

ini. Bahwa pemikiran usaha yang dijalankan berskala kecil, 

tidak diperlukan adanya izin, adalah tidak benar. Izin 

Undang-Undang Gangguan (UUG) ini sangat diperlukan 

untuk kelangsungan usaha secara aman. 

Untuk mendapatkan izin Undang-Undang Gangguan 

(UUG), pemohon berkewajiban mengisi formulir yang telah 

disediakan dengan dilampiri beberapa jenis dokumen 

seperti: gambar situasi; gambar ruangan; surat bukti 

pemilikan tanah dan bangunan atau persetujuan pemilik; izin 

mendirikan bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan 

(IPB); akta badan hukum (bila diperlukan); tanda bukti WNI 

dan ganti nama (bila diperlukan); rekomendasi analisis 

dampak lingkungan (AMDAL) bila perlu; surat persetujuan 

tetangga; Akta Jual Beli; 

Perusahaan/penyerahan/hibah/warisan (bila diperlukan); 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); pengantar dari lurah 

setempat yang diketahui camat. 

Setelah berkas permohonan lengkap diisi dan 

dilampiri dengan dokumen yang diperlukan, berkas diajukan 



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  187 

kepada Kepala Bagian Ketertiban Pemerintah daerah. Izin 

Undang-Undang Gangguan (UUG) dapat diberikan 

selambat-lambatnya 35 hari sejak permohonan diajukan. 

Menurut ketentuan bahwa izin Undang-Undang Gangguan 

(UUG) harus didaftarkan ulang setiap 5 tahun sekali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  188 

BAB IX 

KEPAILITAN 

 

9.1. Pengertian Kepailitan 

Kata pailit berasal dari bahasa prancis "failite" yang 

berarti kemacetan pembayaran. Dalam Ensiklopedi Ekonomi 

Keuangan Perdagangan, disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang 

yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang 

aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk 

membayar utang-utangnya. 

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang 

debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk 

membayar utangya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam 

hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak 

dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan 

kepada para kreditor sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Menurut undang-undang tentang kepailitan dan 

penundaan kewajiban pembayaran utang Nomor 37 Tahun 

2004: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan 

debitor pailit yang pengurusan dan pemberasannya 

dilakukan oleh Kurator (Anggota Panitia pengawas) di 
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bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini (pasal 1). 

Adapun dalam fiqih, pailit dikenal dengan sebutan 

iflaas yang berarti tidak memiliki harta, sedangkan orang 

yang pailit disebut muflis. Keputusan hakim yang 

menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit disebut talfis. 

Ulama fiqih mendefinisikan talfis sebagai keputusan hakim 

yang melarang seseorang bertindak atas hartanya. larangan 

itu dijatuhkan karena ia (debitor) terlibat yang kadangkala 

melebihi seluruh harta yang dimilikinya. Jika seorang 

debitor (pelaku bisnis) meminjam modal dari kreditor, 

katakan saja kepada bank, dan kemudian ternyata bisnis itu 

rugi atau bahkan habis, maka kreditor bisa mengajukan 

permohonan kepada hakim (pengadilan) agar debitor 

dinyatakan pailit sehingga ia tidak dapat lagi bertindak 

secara hukum terhadap sisa hartanya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

dalam kepailitan itu selalu terdapat unsur-unsur, pertama, 

dua pihak yang terlibat yaitu debitor dan kreditor (bisa orang 

atau badan hukum,bisa hanya satu orang atau lebih dari satu 

kreditor). Yang kedua, debitor dinyatakan pailit oleh 

pengadilan yang berwenang. Sedangkan yang ketiga, oleh 

karena debitor tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas 
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sisa hartanya, maka penyelesaian masalah hutang-piutang 

dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas. 

Pencegahan tindakan hukum debitor pailit ini untuk 

menjamin kepastian bahwa utangnya kepada kreditor (bank) 

bisa terbayar. Dengan pencegahan ini diharapkan kreditor 

tidak dirugikan karena kepailitan yang menimpa debitor. 

Atau paling tidak, jika sekiranya debitor tidak secara utuh 

(penuh) mampu membayar utangnya, namun kreditor masih 

bisa berharap memperoleh sebagian piutangnya. Justru 

karena itu dengan adanya upaya hukum, jika upaya 

kompromi mengalami jalan buntu, maka akan sangat 

membantu kreditor untuk memperoleh kepastian hukum 

selaku pihak yang dirugikan secara finansial. 

Jika seandainya seorang debitor hanya mempunyai 

satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan 

suka rela, maka kreditor akan menggugat debitor secara 

perdata ke pengadilan yang berwenang dan seluruh harta 

debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor 

tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk 

membayar kreditor tersebut.Sebaliknya dalam hal debitor 

mempunyai banyak kreditor  dan harta kekayaan debitor 

tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka 

para kreditor berkecenderungan akan berlomba dengan 
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segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk 

mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Bisa 

jadi, kreditor yang datang terakhir sudah tidak mendapatkan 

lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini 

sangat tidak adil dan merugikan (Djakfar, Muhammad, 

2013;461) 

 

9.2. Tujuan Undang-Undang Kepailitan 

Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan 

pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor 

dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk 

menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam 

perkembangan kemudian, undang-undang kepailitan juga 

bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan 

cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara 

penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa 

beban utang. 

Sistem yang dipergunakan dalam perubahan undang-

undang kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara 

total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu 

diubah dan menambah berbagai ketentuan baru ke dalam 

undang-undang yang sudah ada. Pokok-pokok 

penyempurnaan tersebut antara lain: 
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1) penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur 

permintaan pernyataan kepailitan. Termasuk di 

dalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi 

pengambilan putusan pernyataan pailit. 

2) Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan 

ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat 

diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 

khususnya oleh kreditur atas kekayaan debitur sebelum 

adanya putusan pernyataan pailit. 

3)  Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang 

memungkinkan pemberian jasa-jasa tersebut di samping 

institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta 

Peninggalan. 

4)  Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap 

putusan pernyataan kepailitan. Dalam undang-undang 

kepailitan hasil revisi dikatakan bahwa untuk setiap 

putusan pernyataan pailit, upaya hukum yang dapat 

diajukan hanyalah kasasi ke Mahkamah Agung. 

5) Dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan 

pengamanan berbagai kepentingan secara adil, dalam 

rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya 

mekanisme penangguhan pelaksanaan hak kreditur 



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  193 

dengan hak preferens, yang memegang hak tanggungan, 

hipotik, gadai atau bangunan lainnya. 

6) Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan 

tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) sebagaimana diatur dalam bab kedua undang-

undang kepailitan sebagaimana telah diubah. 

7) Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang 

akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.  

Lembaga ini disebut dengan Pengadilan Niaga, dengan 

hakim-hakim yang juga akan bertugas secara khusus. 

Dengan demikian pada dasarnya tujuan utama undang-

undang kepailitan adalah untuk melakukan pembagian 

antara kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Peraturan 

kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan 

terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan 

menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama 

sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua 

kreditor sesuai dengan hak masing-masing. 

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu 

lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak 

apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/ tidak 

mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya 

mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu: 
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1) Sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor 

bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap 

bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya 

kepada semua kreditor. 

2) Sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan 

kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi masal 

oleh kreditor kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan 

tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau 

sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu 

rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan 

ketemtuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 

1132 KUH Perdata (Djakfar, Muhammad, 2013;463). 

 

9.3. Dasar Hukum Kepailitan 

Payung hukum yang dapat dijadikan dasar legalitas 

yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah sebagai 

berikut: 

a. Undang-undang kepailitan nomor 4 Tahun 1998. 

b. KUH Perdata, misalnya pasal 1131, 1132, 1139, 1149, 

1134, dan lain-lain. 

c. KUH Pidana, misalnya pasal 396, 397, 398, 399, 400, 

520, dan lain-lain. 
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d. UUPT Nomor 1 Tahun 1995, misalnya pasal, 79 ayat 3, 

pasal 96, pasal 85 ayat 1 dan 2, pasal 98 ayat 1 dan lain-

lain. 

e. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Nomor 4 

Tahun 1996. 

f. Perundang-undangan di bidang pasar modal. 

g. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. 

Dalam Islam, dasar hukum yang dapat dijadikan 

landasan adanya kepailitan antara lain sebuah riwayat yang 

menyatakan, bahwa Rasulullah saw pernah menetapkan 

Mu'az bin Jabal sebagai seorang terlilit utang dan tidak 

mampu melunasinya (pailit). Kemudian Rasulullah melunasi 

hutang Mu'az bin Jabal dengan sisa hartanya. Tetapi yang 

berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya, maka 

diapun melakukan protes kepada Rasulullah. Protes itu 

dijawab oleh Rasulullah dengan mengatakan"tidak ada yang 

dapat diberikan kepada kamu selain itu". (HR. Daru-Quthni 

dan al-Hakim) 

Berdasarkan hadis tersebut, ulama fiqih sepakat bahwa 

seorang hakim berhak menetapkan seseorang (debitor) pailit, 
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karena tidak mampu membayar utang-utangnya. Dan dengan 

sisa hartanya itu utang itu harus dilunasi. 

Selain itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang didasarkan pada asas, antara lain: 

a. Asas Keseimbangan 

Undang-Undang inimengatur beberapa ketentuan yang 

merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di 

satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah 

terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan 

oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat 

ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan 

pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak 

beritikad baik. 

b. Asas Kelangsungan 

Usaha dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan 

yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif 

tetap dilangsungkan . 

c. Asas Keadilan 

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung 

pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat 

memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang 

berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah 



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  197 

terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang 

mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing 

terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor 

lainnya. 

d. Asas Integrasi 

Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum 

formil dan hukum materiilnya merupakan satu-kesatuan 

yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara 

perdata nasional. 

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dalam segi 

norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian 

utang-piutang. Cakupan yang lebih luas ini tentu diperlukan, 

karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam 

masyarakat, sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku 

belum memadai sebagai instrumen hukum untuk 

menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, 

terbuka, dan efektif (Djakfar,Muhammad, 2013;467). 

 

9.4.  Upaya dan Akibat Hukum Terhadap Putusan 

Kepailitan  

 Upaya Hukum Terhadap Putusan Kepailitan 
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Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004,upaya 

hukum yang dapat dilakukan berkenaan dengan 

adanya putusan atas permohonan pernyataan pailit 

adalah” kasasi” dan “ peninjauan kembali”.Prosedur 

Kasasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon mengajukan permohonan kasasi dalam 

jangka waktu delapan hari terhitung sejak tanggal 

putusan yang dimohonkan. 

b. Dalam waktu dua hari, panitera wajib 

mengirimkan permohonan kasasi beserta memory 

kasasi itu kepada termohon kasasi. 

c. Termohon kasasi dalam waktu paling lambat 

tujuh hari wajib menyampaikan kontra memori 

kasasinya kepada panitera. 

d. Dalam waktu paling lambat empat belas hari 

panitera wajib menyampaikan permohonan 

kasasi dan kontra memori kasasi ke Mahkamah 

Agung melalui panitera Mahkamah,Dll. 

 Akibat Hukum Putusan Kepailitan 

Dalam bukunya, Zainal Asikin,menguraikan 

beberapa akibat hukum dari putusan pailit ini. Hal 

yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya 

putusan kepailitan, si debitur (si pailit) kehilangan 
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hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan 

atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan 

harta benda tersebut beralih ketangan kurator atau 

balai harta peninggalan.Namun demikian tidak 

semua harta bendanya akan beralih penguasaan dan 

pengurusannya ke kurator atau balai harta 

peninggalan, dikecualikan dari hal ini (kepailitan) 

adalah: 

a. Benda; 

b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari 

pekerjaannya sendiri sebagai penggajian suatu 

jabatan atau jasa,upah,uang tunggu,dan uang 

tunjangan,sejauh yang ditentukan oleh hakim 

pengawas; 

c. Uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi 

kewajiban nya memberi nafkah.(pasal 22 UU 

No.37 Tahun 2004) . Hal yang terpenting sebagai 

akibat hukum  dijatuhkannya putusan 

kepilitan,adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

penghibahan dan juga pembayaran utang yang 

belum dapat ditagih (belum jatuh tempo). 

 

9.5. Berakhirnya Kepailitan 
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Suatu kepailitan dapat dikatakan berakhir apabila 

telah terjadi hal-hal sebagai berikut: 

a. Perdamaian  

Debitur pailit berhak untuk menawarkan 

suatu perdamaian kepada semua kreditur. Rencana 

perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil 

keputusan segera setelah selesainya pencocokan 

piutang. Dalam setiap rapat kreditor wajib dibuatkan 

berita acara yang ditandatangani oleh Hakim 

pengawas dan panitera pengganti. Berita acara rapat 

tersebut harus memuat: 

1. Isi perdamaian 

2. Nama kreditor yang hadir dan berhak 

mengeluarkan suara dan menghadap 

3. Suara yang dikeluarkan 

4. Hasil pemungutan suara dan 

5. Segala sesuatu yang terjadi dalam rapat (pasal 

154 UU No.37 Tahun 2004) 

b. Insolvensi  

Insolvensi merupakan fase terakhir 

kepailitan. Insolvensi adalah suatu kejadian dimana 

harta kekayaan (boedel) pailit harus dijual lelang 

dimuka umum, yang hasil penjualannya akan 
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dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan jumlah 

piutangnya yang disahkan dalam akor.Dengan 

adanya insolvensi tersebut, Zainal Asikin menulis 

bahwa kurator atau balai harta peninggalan mulai 

mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan 

harta pailit,yaitu: 

1. Melakukan pelelangan atas seluruh harta pailit 

dalam melakukan penagihan terhadap piutang-

piutang si pailit yang mungkin ada ditangan 

pihak ketiga, dimana penjualan terhadap harta 

pailit itu dapat saja dilakukan dibawah tangan 

sepanjang mendapat persetujuan dari Hakim K 

omisaris. 

2. Melanjutkan pengelolaan perusahaan si pailit 

apabila dipandang menguntungkan,namun 

pengelolaan itu harus mendapat persetujuan 

Hakim Komisaris. 

3. Membuat daftar pembagian yang berisi jumlah 

uang yang diterima dan dikeluarkan selama 

kepailitan, nama-nama kreditor dan jumlah 

tagihan yang disahkan,pembayaran yang akan 

dilakukan terhadap tagihan tersebut. 
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4. Melakukan pembagian atas seluruh harta pailit 

yang telah dilelang atau diuangkan itu. 

Dengan demikian,apabila insolvensi sudah 

selesai dan para kreditor sudah menerima piutangnya 

sesuai dengan yang disetujui,kepailitan itu 

dinyatakan berakhir. Debitur kemudian akan kembali 

dalam keadaan semula,dan tidak lagi berada dibawah 

pengawasan kurator atau Balai Peninggalan. 

c. Rehabilitas 

Apabila kepailitan itu sudah berjalan dengan 

baik sampai pada tingkat terakhir (insolvensi) dan 

semua kreditor telah mendapat pembayaran piutang 

secara penuh, bekas debitor pailit maupun ahli 

warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitas 

(pemulihan kehormatan yang ternoda akibat keadaan 

pailit). Adapun tujuan memulihkan nama baik bekas 

debitor pailit seperti keadaan semula (sebelum 

dijatuhi putusan kepailitan) adalah agar kelak ia 

mendapat kepercayaan kembali dari mitra-mitra 

dagangnya (Usman,Rahmadi, 2004: 153) 
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9.6. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) 

merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan 

masalah “kepailitan”. Istilah PKPU pada umumnya 

sering dihubungkan dengan insolvensi (keadaan tidak 

mampu membayar) dari debitur atas utang-utangnya 

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika. PKPU 

harus ditetapkan oleh Hakim Pengadilan atas 

permohonan dari debitur yang berada dalam keadaan 

insolvensi tersebut. Ketentuan mengenai PKPU ini di 

atur dalam bab II pasal 212 sampai pasal 279 Undang-

undang Kepailitan (Yani,Ahmad, 2002;113). 

Debitur yang tidak dapat memperkirakan bahwa 

ia tidak dapat melanjutkan utang-utangnya yang sudah 

jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon 

penundaan kewajiban pembayaran utang,dengan maksud 

untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 

tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada 

para kreditor.Permohonan penundaan pembayaran itu 

harus diajukan oleh debitur kepada pengadilan dan oleh 

penasihat Hukumnya, disertai dengan : 

1. Daftar-daftar para kreditor beserta besar piutangnya 

masing-masing; 
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2. Daftar harta kekayaan (aktiva/pasiva) dari si debitur. 

Surat permohonan dan lampiran tersebut 

diletakkan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat 

oleh semua pihak yang berkepentingan.Selanjutnya, 

prosedur permohonan penundaan pembayaran tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Setelah pengadilan menerima permohonan 

penundaan pembayaran, secara langsung atau 

seketika pengadilan harus mengabulkan permohonan 

untuk sementara dengan memberikan izin penundaan 

pembayaran. 

2. Hakim pengadilan paling lambat 45 hari melalui 

panitera harus memanggil para kreditor, debitur dan 

pengurus untuk diadakan sidang. 

3. Dalam sidang tersebut akan diadakan pemungutan 

suara (jika perlu) untuk memutuskan apakah 

penundaan pembayaran tersebut dikabulkan atau 

ditolak. Berdasarkan hasil pemungutan suara inilah 

pengadilan akan dapat memutuskan secara definitif 

terhadap permohonan penundaan pembayaran. 

a. Permohonan penundaan pembayaran utang akan 

dikabulkan atau ditetapkan apabila disetujui lebih 

dari setengah kreditor  konkuren yang hadir dan 
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mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari 

seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara 

diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang 

hadir dalam sidang tersebut. 

b. Permohonan penundaan pembayaran utang tidak 

akan dikabulkan apabila : 

 Adanya alasan yang mengkhawatirkan bahwa 

debitur selama penundaan pembayaran akan 

mencoba merugikan kreditor-kreditornya. 

 Apabila tidak ada harapan bagi debitur, 

selama penundaan pembayaran dan setelah 

itu, untuk memenuhi kewajibannya kepada 

kreditor. 

4. Dalam putusan hakim yang mengabulkan penundaan 

pembayaran definitif tersebut, ditetapkan pula 

lamanya waktu penundaan pembayaran paling lama 

270 hari terhitung sejak penundaan sementara 

ditetapkan. 

5. Pengurus wajib segeramengumumkan putusan 

penundaan kewajiban pembayaran utang sementara 

dalam berita Negara Republik Indonesia, dan paling 

sedikit dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk 

oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut 
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harus memuat undangan untuk hadir dalam 

persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan 

hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu siding 

tersebut, nama Hakim Pengawas, dan nama serta 

alamat pengurus. 

6. Setelah pengadilan mengabulkan penundaan 

kewajiban pembayaran utang, panitera pengadilan 

wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan 

kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan 

untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran 

utang, di antaranya:  

a. Tanggal putusan penundaan kewajiban 

pembayaran utang sementara dan tetap berikut 

perpanjangannya 

b.  Kutipan putusan pengadilan yang menetapkan 

penundaan kewajiban pembayaran utang 

sementara maupun tetap dan perpanjangannya 

c. Nama hakim pengawas dan pengurus yang 

diangkat 

d. Ringkasan isi perdamaian dan pengesahan 

perdamaian tersebut oleh pengadilan,dan 

e. Pengakhiran perdamaian 



  HUKUM BISNIS: TEORI & PRAKTEK DI INDONESIA  207 

Sepanjang jangka waktu yang ditetapkan untuk 

penundaan pembayaran, atas permintaan pengurus, 

kreditor, hakim pengawas atau atas prakarsa pengadilan, 

penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri 

dengan alasan-alasan berikut ini (pasal 255 UU No. 37 

Th 2004) 

1. Debitur selama waktu penundaan kewajiban 

pembayaran utang bertindak dengan iktikad tidak 

baik dala melakukan pengurusan terhadap hartanya. 

2. Debitur mencoba merugika para kreditornya 

3. Debitur tidak dapat melakukan tindakan 

kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu 

bagian dari hartanya 

4. Debitur lalai melakukan kewajiban yang ditentukan 

oleh pengadilan dan yang disyaratkan oleh pengurus 

5. Keadaan harta debitur selama penundaan 

pembayaran tidak memungkinkan lagi bagi debitur 

untuk melakukan kewajibannya pada waktunya. 
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